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ABSTRAK 

 

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN KUALITAS 

DEMOKRASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA 

 

OLEH 

 

FILZA LISTIANA 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh 

pengeluaran pemerintah dan kualitas demokrasi terhadap kemiskinan di Indonesia 

tahun 2013-2023. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder  yang bersumber 

dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik pada 28 

provinsi di Indonesia dari tahun 2013-2023 yang di olah menggunakan regresi panel 

dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, 

pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang 

perlindungan sosial, kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan 

berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan secara nasional dan, wilayah barat, 

wilayah tengah dan wilayah timur Indonesia. Pengeluaran pemerintah di sektor 

kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan secara nasional dan di 

wilayah barat Indonesia, namun tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan di 

wilayah tengah dan timur. Sementara itu, belanja perlindungan menunjukkan hubungan 

yang tidak signifikan secara nasional maupun di wilayah barat, tengah, dan timur 

indonesia. Variabel kebebasan sipil tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

secara nasional maupun di seluruh wilayah Indonesia. Hak politik berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara nasional maupun di seluruh wilayah 

Indonesia. Terakhir, lembaga demokrasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

secara nasional dan di wilayah barat, tetapi tidak signifikan di wilayah tengah dan timur 

Indonesia.  

 

Kata Kunci:  Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran 

Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang 

Perlindungan Sosial, Kebebasan Sipil, Hak Politik, Lembaga 

Demokrasi 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING, AND THE QUALITY OF 

DEMOCRACY ON THE POVERTY RATE IN INDONESIA 

 

BY  

 

FILZA LISTIANA 

This study aims to identify and analyze the impact of government expenditure and the 

quality of democracy on poverty in Indonesia from 2013 to 2023. The research utilizes 

secondary data sourced from the Directorate General of Fiscal Balance and Statistics 

Indonesia (Badan Pusat Statistik), covering 28 provinces in Indonesia over the period 

2013–2023. The data are processed using panel regression with the Fixed Effect Model 

(FEM). The independent variables in this study consist of government expenditure in 

the education sector, government expenditure in the health sector, government 

expenditure in the social protection sector, civil liberties, political rights, and 

democratic institutions. The results indicate that government expenditure in the 

education sector has a negative effect on poverty at the national level as well as in the 

western, central, and eastern regions of Indonesia. Government expenditure in the 

health sector has a negative effect on poverty at the national level and in the western 

region of Indonesia, but shows no significant effect in the central and eastern regions. 

Meanwhile, social protection expenditure exhibits no significant relationship with 

poverty at either the national level or in the western, central, and eastern regions of 

Indonesia. The civil liberties variable does not have a significant effect on poverty, 

either at the national level or across all regions of Indonesia. Political rights have a 

negative and significant effect on poverty at the national level and across all regions. 

Lastly, democratic institutions have a significant effect on poverty at the national level 

and in the western region, but the effect is not significant in the central and eastern 

regions of Indonesia. 

 

 

Keywords:   Poverty, Government Spending on Education, Government Spending on 

Health, Government Spending on Social Protection, Civil Liberties, 

Political Rights, Democratic Institutions 
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MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri” 

(QS.  Ar-Ra’d: 11) 

 

“Aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah” 

(QS. Ghafir: 44) 

 

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi 

takdirku, dan apa yang di takdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku” 

(Umar bin Khattab) 

 

“I'm not someone who's good at managing my own thoughts. However, I believe that 

everyone has a unique way of bringing meaning into others' lives including me, 

through sincere actions and good intentions. That's why I will do my best to make the 

world I touch a little more beautiful, so that one day, I won't feel ashamed or 

regretful in front of the people who have trusted me” 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak 

negara di dunia, termasuk Indonesia (Yani, 2024). Fenomena ini tidak hanya mencakup 

kekurangan pendapatan, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan akses terhadap 

layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, dan pekerjaan 

yang memadai. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan secara umum 

sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi 

hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 

bermartabat. Kemiskinan terjadi ketika individu mengalami keterbelakangan dan 

minimnya terhadap akses untuk mendapat kehidupan yang lebih layak, baik itu dalam 

dimensi kesehatan, kualitas hidup layak, pendidikan, akses terhadap ekonomi dan akses 

dalam berdemokrasi.  

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan, yang berkaitan erat 

dengan upaya negara untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 

khususnya tujuan 1, yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dalam segala 

bentuknya. Dalam Novrizaldi (2024) Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti bahwa 

salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan tetap ada adalah pertumbuhan 

populasi, meskipun persentase penduduk miskin telah mengalami penurunan dalam 

beberapa dekade terakhir, jumlah absolut penduduk miskin masih tetap tinggi karena 

bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan 

kemiskinan bukan hanya soal keberhasilan menurunkan persentase, tetapi juga soal 

bagaimana mengelola pertumbuhan penduduk agar tidak memperburuk situasi.  

Selain itu dalam (Azzahra, 2024), Menko PMK Muhadjir Effendy menyoroti kesulitan 

dalam menangani kemiskinan ekstrem di Indonesia. Beliau mengibaratkan upaya ini 

seperti membersihkan kerak nasi yang memerlukan usaha ekstra keras. Dalam 
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pandangannya, semakin kecil angka kemiskinan, semakin sulit pula mengurangi 

jumlah penduduk miskin yang tersisa karena mereka biasanya berada dalam kondisi 

paling rentan, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pemerintah 

memerlukan modal dan upaya yang lebih besar untuk menjangkau kelompok ini, 

termasuk memperluas cakupan intervensi. Pemerintah juga telah menargetkan agar 

kemiskinan ekstrem dihapuskan sepenuhnya pada tahun 2030, sejalan dengan tujuan 

pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menempatkan pengentasan kemiskinan 

sebagai prioritas pertama. 

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDG No. 1, yaitu 

“Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun”, menargetkan bahwa 

pada tahun 2030, tidak ada lagi individu yang hidup di bawah garis kemiskinan 

ekstrem. Untuk mencapai hal ini, berbagai program seperti Program Keluarga Harapan 

(PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah 

diterapkan. Namun, efektivitas program-program ini masih perlu ditingkatkan, 

terutama dalam hal akurasi data dan penargetan penerima bantuan agar bantuan sosial 

dapat benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan (Piri, 2024). Masalah 

kemiskinan juga berkaitan dengan SDG No. 2, yaitu “Mengakhiri kelaparan, mencapai 

ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi”, kemiskinan memiliki dampak langsung 

terhadap tingkat kelaparan dan malnutrisi, terutama di kalangan anak-anak dan ibu 

hamil. Banyak keluarga miskin di Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan 

gizi dasar karena keterbatasan pendapatan. Hal ini mengakibatkan tingginya angka 

stunting dan gizi buruk di Indonesia, yang berdampak pada kemampuan anak-anak 

untuk berkembang secara optimal (Novrizaldi, 2023).  

Kemiskinan juga erat kaitannya dengan SDG No. 3, yaitu “Menjamin kehidupan yang 

sehat dan mendorong kesejahteraan untuk semua pada segala usia”. Kesehatan 

masyarakat miskin sering kali terabaikan karena kurangnya akses terhadap layanan 

kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Biaya kesehatan yang tinggi, terutama di 

daerah-daerah terpencil, menjadi penghalang utama bagi masyarakat miskin untuk 

mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Dalam beberapa kasus, penyakit yang 
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sebenarnya bisa dicegah menjadi masalah serius karena keterbatasan akses ini (Zulin, 

2024). Program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan 

telah memberikan manfaat besar, tetapi masih banyak tantangan yang harus diatasi, 

seperti kualitas layanan di fasilitas kesehatan dan ketimpangan akses antara daerah 

perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya kemiskinan juga berkaitan dengan SDG No. 4, 

yaitu “Menjamin pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas serta mendukung 

kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua” kemiskinan menjadi penghalang 

utama bagi akses pendidikan. Banyak anak dari keluarga miskin terpaksa putus sekolah 

karena harus membantu keluarga mereka mencari nafkah. Meskipun pemerintah telah 

menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membantu biaya pendidikan, 

tantangan seperti kurangnya infrastruktur sekolah di daerah terpencil, rendahnya 

kualitas pengajaran, dan keterbatasan akses terhadap teknologi pendidikan masih 

menjadi hambatan. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk memutus rantai 

kemiskinan antar generasi, sehingga investasi dalam sektor ini menjadi sangat penting 

(Adhana, 2024) . 

Permasalahan terkait kemiskinan sangat kompleks dan tidak hanya berkisar pada 

kekurangan materi atau pendapatan semata. Salah satu masalah utama adalah tidak 

meratanya distribusi kekayaan yang sering terjadi di banyak negara (Wibowo, 2016). 

Ketimpangan ini tercermin dalam perbedaan akses terhadap sumber daya yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan, seperti tanah, modal, atau teknologi. Dalam banyak 

kasus, kebijakan ekonomi yang tidak inklusif atau sistem yang tidak adil dapat 

memperburuk ketidaksetaraan ini. Selain itu, kemiskinan juga berhubungan erat 

dengan masalah sosial lainnya, seperti pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang 

buruk, serta tingginya angka pengangguran. Masyarakat miskin sering kali terjebak 

dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan, di mana ketidakmampuan untuk 

mengakses pendidikan yang layak membatasi peluang untuk memperoleh pekerjaan 

yang baik, dan akhirnya mengarah pada kondisi ekonomi yang lebih buruk (Rabbani, 

2023). 
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Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa, meskipun angka kemiskinan di 

Indonesia telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, kemiskinan tetap 

menjadi masalah yang menghambat pembangunan. Sebagian besar masyarakat miskin 

di Indonesia tinggal di daerah pedesaan, yang memiliki akses terbatas terhadap 

infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sementara itu, ketimpangan antara 

daerah urban dan rural masih sangat mencolok, di mana kota-kota besar seperti 

Surabaya, dan Bandung memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Nusa Tenggara 

Timur, yang tingkat kemiskinannya masih tergolong tinggi.  

Berdasarkan data rata-rata tingkat kemiskinan dari tahun 2011 hingga 2023, terlihat 

bahwa masih terdapat ketimpangan tingkat kemiskinan antar provinsi di Indonesia. 

Rata-rata nasional tingkat kemiskinan selama periode tersebut adalah 10,35 persen. 

Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, dengan 

rata-rata sebesar 20,99 persen, hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional. Disusul 

oleh Maluku (18,77 persen), Gorontalo (16,81 persen), Bengkulu (16,33 persen), dan 

Nusa Tenggara Barat (16,01 persen). Hal tersebut mengindikasikan bahwa wilayah-

wilayah ini masih menghadapi persoalan struktural dalam pembangunan ekonomi dan 

sosial, seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur 

dasar, serta lapangan pekerjaan yang layak. 

Sementara itu, provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Bali, dengan rata-

rata hanya 4,23 persen, jauh di bawah rata-rata nasional. Provinsi lain yang juga 

mencatat tingkat kemiskinan rendah antara lain Kepulauan Bangka Belitung (5,08 

persen), Kalimantan Selatan (4,73 persen), dan Kalimantan Tengah (5,58 persen). Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa daerah-daerah yang memiliki sektor unggulan seperti 

pariwisata, pertambangan, atau industri yang berkembang cenderung mampu menekan 

angka kemiskinan lebih efektif.  
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Sumber: Badan Pusat Statistik 2024, diolah 

Gambar 1. Rata – Rata Tingkat Kemiskinan di 3 Wilayah Indonesia Tahun 2011-

2023 

Berdasarkan grafik rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2011 hingga 

2023 yang terbagi dalam tiga wilayah yaitu wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah 

timur Indonesia terlihat pola yang konsisten bahwa semakin ke arah timur, tingkat 

kemiskinan cenderung semakin tinggi. Wilayah timur Indonesia secara konsisten 

mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi sepanjang periode tersebut. Misalnya, pada 

tahun 2011, wilayah ini mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 16,10%, jauh lebih 

tinggi dibandingkan wilayah tengah (12,65%) maupun wilayah barat (10,77%). 

Meskipun terjadi penurunan secara bertahap hingga tahun 2022, angka kemiskinan di 

wilayah timur tetap berada pada posisi tertinggi, yakni 11,10% di tahun 2022 dan 

sedikit naik menjadi 11,44% pada 2023. 

Selama periode 13 tahun ini, ketiga wilayah menunjukkan fluktuasi angka kemiskinan 

yang relatif dinamis, mencerminkan adanya berbagai faktor ekonomi, sosial, dan 

kebijakan yang memengaruhi perubahan tersebut. Meskipun secara umum tren 

menunjukkan penurunan, terdapat beberapa tahun di mana angka kemiskinan 

meningkat kembali, misalnya pada tahun 2020 dan 2021, yang kemungkinan besar 

berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19. 
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Secara umum, wilayah tengah indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi 

dibandingkan wilayah barat, meskipun tidak setinggi wilayah timur. Sepanjang periode 

tersebut, perbedaan antara wilayah tengah dan barat relatif konsisten, dengan wilayah 

tengah mencatatkan angka kemiskinan rata-rata di kisaran 12,65% hingga 10,46%, 

sedangkan wilayah barat selalu berada di bawahnya, antara 10,77% hingga 8,15%. 

Fakta bahwa tingkat kemiskinan cenderung meningkat dari barat ke timur menjadi 

gambaran nyata dari ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. wilayah 

barat, yang meliputi kawasan-kawasan seperti Jawa dan Sumatra, cenderung lebih 

maju dari segi infrastruktur dan ekonomi, sementara wilayah tengah dan terutama 

wilayah timur masih menghadapi tantangan besar dalam aspek pembangunan, akses 

layanan dasar, dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini menegaskan pentingnya 

kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada daerah-daerah tertinggal, khususnya 

di kawasan timur Indonesia, guna mengurangi kesenjangan dan mencapai 

pembangunan yang lebih inklusif. 

World Bank (2024), menyatakan bahwa meningkatkan pendapatan tenaga kerja dengan 

menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang lebih baik dan berinvestasi di bidang 

pendidikan, infrastruktur, dan layanan dasar akan menjadi hal yang penting agar 

masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar 

dan berkontribusi pada pertumbuhan, serta meningkatkan ketahanan mereka di tengah 

gejolak yang semakin meningkat. Pengeluaran pemerintah di sektor-sektor utama 

seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terbukti memainkan peran 

penting dalam mengurangi kemiskinan (Misdawita & Sari, 2018). Dalam studi yang 

dilakukan oleh Fan, Hazell, and Thorat (2000) di India menunjukkan pengaruh yang 

positif, yaitu bahwa peningkatan pengeluaran di sektor-sektor tersebut berkontribusi 

pada penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan melalui peningkatan kesejahteraan 

sosial dan akses terhadap layanan publik. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Hong 

and Ahmed (2009) juga menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada barang publik 

memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, begitu pula penelitian 

yang dilakukan Liu, Li, and Zhao (2020) yang mengkaji pengeluaran di daerah 
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pedesaan Tiongkok. Berbagai studi tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa 

pengeluaran pemerintah yang strategis dan berfokus pada sektor vital seperti 

pendidikan dan kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga secara 

langsung menurunkan tingkat kemiskinan.  

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memainkan peran strategis dalam 

meningkatkan kualitas modal manusia (Mongan, 2019). Menurut Hidalgo-Hidalgo and 

Iturbe-Ormaetxe (2018) penelitian ia menunjukkan pengaruh yang positif, di mana 

pengalokasian dana yang benar dalam sektor sosial seperti pendidikan dapat 

meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarganya, sehingga mengurangi 

kemiskinan. Hasil penelitian Craigwell, Bynoe, and Lowe (2012) juga menyatakan 

hasil yang positif, yaitu bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki 

dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Karibia. 

Selanjutnya, penelitian oleh Jung and Thorbecke (2003), ia menjelaskan bahwa 

pengeluaran publik untuk pendidikan secara signifikan mempengaruhi modal manusia, 

pertumbuhan ekonomi, dan secara tidak langsung menurunkan tingkat kemiskinan di 

Tanzania dan Zambia. Rambeli et al. (2021) menemukan bahwa peningkatan 

pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi 

dan mengurangi kemiskinan. Disisi lain terdapat penelitian di mana pengeluaran 

pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap penurunan 

kemiskinan, seperti penelitian oleh (Rasyid & Triani, 2024), hal ini disebabkan oleh 

ketidaktepatan target dari pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, yang belum 

merata dan menyeluruh ke masyarakat miskin.  

Berdasarkan data rata-rata pengeluaran pemerintah bidang pendidikan selama periode 

2011 hingga 2023, terlihat bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia masih 

mengalokasikan anggaran pendidikan di bawah rata-rata nasional, yaitu 0,98 persen 

dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hal tersebut mencerminkan adanya 

disparitas dalam komitmen dan kapasitas fiskal daerah terhadap pembangunan sektor 

pendidikan. Jika merujuk pada standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), idealnya 
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pengeluaran untuk pendidikan berada pada kisaran 4–6 persen dari Produk Domestik 

Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh 

provinsi di Indonesia masih sangat jauh dari standar internasional yang disarankan, 

baik secara absolut maupun relatif. 

Provinsi dengan pengeluaran pendidikan tertinggi adalah Maluku (2,52 persen), disusul 

oleh Nusa Tenggara Timur (2,37 persen), Gorontalo (1,51 persen), dan Maluku Utara 

(1,90 persen). Hal tersebut mengindikasikan bahwa provinsi-provinsi ini berusaha 

keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi anggaran yang relatif 

besar, kemungkinan sebagai respons terhadap kondisi pendidikan yang masih 

tertinggal atau akses yang terbatas. Sebaliknya, terdapat beberapa provinsi yang 

mencatatkan pengeluaran pendidikan paling rendah, seperti Kalimantan Timur (0,35 

persen), Jawa Timur (0,39 persen), Riau (0,42 persen), dan Jawa Tengah (0,49 persen). 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengeluaran sektor pendidikan belum menjadi 

prioritas utama dalam struktur belanja pemerintah daerah, atau bisa jadi karena 

kapasitas fiskal yang terbatas dan ketergantungan pada anggaran dari pusat.  

Menariknya, beberapa provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Nusa 

Tenggara Timur dan Maluku, justru mencatatkan pengeluaran pendidikan yang sangat 

tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya upaya serius dari pemerintah daerah untuk 

menjadikan pendidikan sebagai sarana utama pengentasan kemiskinan. Namun, 

pengaruh dari alokasi tersebut mungkin belum maksimal karena faktor lain seperti 

kualitas belanja, pemerataan akses, dan dukungan sektor lainnya.  

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi kunci penting dalam pengentasan 

kemiskinan. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai tidak hanya 

meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja. Craigwell et al. (2012) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor 

kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di 

Karibia. Fan et al (2000) menekankan bahwa di India, pengeluaran pemerintah di sektor 

kesehatan sangat berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan melalui 

peningkatan kesejahteraan sosial dan akses terhadap layanan publik.  
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Dari beberapa studi empiris tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran di 

sektor kesehatan tidak hanya memperluas akses terhadap layanan kesehatan tetapi juga 

menurunkan tingkat kematian dan penyakit, yang pada akhirnya meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja yang meningkat berkontribusi 

langsung pada penurunan angka kemiskinan, karena masyarakat yang sehat lebih 

mampu bekerja dengan optimal dan menghasilkan pendapatan yang stabil. Akan tetapi 

disisi lain juga terdapat penelitian di mana pengeluaran pemerintah bidang kesehatan 

memiliki pengaruh positif atau tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan, seperti 

penelitian oleh Misdawita dan Sari (2018) menunjukkan hasil yang positif serta 

penelitian oleh (Hidayat & Azhar (2022) menunjukkan hasil yang negatif akan tetapi 

tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. 

Berdasarkan data rata-rata pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di 28 provinsi di 

Indonesia selama tahun 2011–2023, terlihat bahwa sebagian besar provinsi masih 

mengalokasikan anggaran di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 0,36 persen dari 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Bahkan, tidak ada satu pun provinsi yang 

mampu mencapai atau mendekati angka ideal yang dianjurkan oleh World Health 

Organization (WHO), yaitu minimal 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) 

untuk sektor kesehatan. Hal ini mencerminkan bahwa sektor kesehatan belum menjadi 

prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah. 

Beberapa provinsi yang memiliki pengeluaran tertinggi, seperti Maluku (0,79%), 

Maluku Utara (0,75%), dan Kalimantan Selatan (0,73%), masih belum mencapai 1 

persen dari PDRB, yang berarti masih sangat jauh dari standar WHO. Sementara itu, 

provinsi dengan pengeluaran terendah antara lain Jawa Barat (0,08%), Sumatera Utara 

(0,10%), dan Banten (0,13%), menunjukkan alokasi anggaran yang sangat minim 

untuk sektor yang sangat penting ini. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan serius dalam 

perhatian dan komitmen daerah terhadap layanan kesehatan masyarakat. Rendahnya 

alokasi anggaran ini berpotensi berdampak pada kualitas layanan kesehatan, 

ketersediaan fasilitas, serta kemampuan pemerintah dalam merespon kebutuhan 
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kesehatan masyarakat secara merata dan memadai. Terutama bagi provinsi-provinsi 

dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, alokasi anggaran kesehatan yang rendah bisa 

memperburuk ketimpangan kesejahteraan dan memperlambat upaya pengentasan 

kemiskinan 

Selain itu, perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi pengurangan 

kemiskinan global. Perlindungan sosial mencakup berbagai program seperti jaminan 

kesehatan, bantuan tunai, dan program-program kesejahteraan lainnya yang secara 

langsung bertujuan mengurangi kerentanan ekonomi di kalangan kelompok miskin. 

Popova (2023), menyatakan bahwa perlindungan sosial yang kuat, termasuk bantuan 

sosial dan program jaminan sosial, dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan 

memberikan jaring pengaman bagi masyarakat miskin. Fan et al., (2000), menekankan 

bahwa di India pengeluaran pemerintah di sektor perlindungan sosial sangat berperan 

dalam menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan. Barrientos (2011) menunjukkan 

bahwa program perlindungan sosial dapat secara signifikan mengurangi risiko 

kemiskinan. Sánchez Dávila (2023) dalam penelitiannya terhadap negara-negara 

Amerika Latin menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan belanja sosial untuk 

pengurangan kemiskinan. Dengan adanya sistem perlindungan sosial yang kuat, risiko 

kelompok rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan dapat diminimalkan, sehingga 

memajukan upaya peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.  

Akan tetapi disisi lain juga terdapat penelitian di mana pengeluaran pemerintah bidang 

perlindungan sosial memiliki pengaruh positif atau tidak signifikan terhadap penurunan 

kemiskinan, seperti penelitian oleh Sirait et al. (2022) hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan, serta penelitian oleh Susanti dan Sartiyah (2019) hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial 

tidak berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan.  

Berdasarkan data rata-rata pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial di 28 

provinsi Indonesia selama tahun 2011–2023, terlihat bahwa sebagian besar provinsi 

masih mengalokasikan anggaran di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 0,05 persen 
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dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Bahkan terdapat beberapa provinsi 

dengan pengeluaran yang sangat rendah, seperti Riau (0,0164%), Jawa Barat 

(0,0165%), dan Kalimantan Timur (0,0173%), yang menunjukkan bahwa alokasi untuk 

sektor perlindungan sosial masih belum menjadi prioritas utama di wilayah-wilayah 

tersebut. Sebaliknya, hanya beberapa provinsi yang mampu mengalokasikan anggaran 

di atas rata-rata nasional, seperti Maluku Utara (0,1166%), Gorontalo (0,1168%), dan 

Maluku (0,1065%). Provinsi-provinsi ini menunjukkan komitmen yang lebih besar 

terhadap perlindungan sosial, meskipun persentasenya masih tergolong kecil jika 

dibandingkan dengan total PDRB mereka. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah belum memberikan 

perhatian yang memadai terhadap upaya perlindungan sosial, padahal sektor ini sangat 

penting dalam mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat miskin dan 

rentan. Perlindungan sosial mencakup berbagai bentuk bantuan seperti jaminan sosial, 

bantuan langsung tunai, dan subsidi kebutuhan dasar yang dapat berdampak besar 

terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Tanpa alokasi anggaran yang 

cukup, program-program perlindungan sosial di daerah dikhawatirkan tidak mampu 

menjangkau masyarakat secara optimal, terutama dalam situasi darurat atau tekanan 

ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan 

peningkatan investasi di bidang ini guna menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat 

dan inklusif. 

Selain itu, Sen (1982) menyatakan bahwa kemiskinan juga dipengaruhi oleh aspek 

politik yang tercermin pada lemahnya akses terhadap demokrasi. Ketika proses 

demokrasi tidak berjalan sebagai mestinya dalam lingkungan masyarakat maka 

kemiskinan tersebut juga akan meningkat. Demokrasi ini memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap kemiskinan artinya ketika demokrasi di jalankan dengan baik akan 

menurunkan jumlah kemiskinan. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Gao & Zang (2022) menyatakan bahwa peningkatan kualitas 

pemerintah, peningkatan kebebasan dalam berbicara, meningkatkan pemberian hak 

politik dapat menurunkan jumlah kemiskinan. Hal tersebut diperjelas dengan temuan 
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oleh Adnan & Amri (2021) yang menjelaskan bahwa dalam jangka pendek demokrasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun dalam jangka panjang 

demokrasi berpengaruh signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Aguilar 

(2016) menyoroti bahwa kebebasan sipil memiliki dampak signifikan terhadap 

pengurangan kemiskinan, terutama di negara-negara demokratis. Penelitian yang 

dilakukan oleh Yolanda (2019) yang menunjukkan bahwa demokrasi berpengaruh 

tidak signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Artinya, jika demokrasi meningkat 

maka kemiskinan akan menurun. Penelitian lain yang dilakukan oleh Harber (2002) 

menyatakan bahwa demokrasi dapat menjadi pilihan yang lebih baik daripada 

otoritarianisme dalam membantu mengurangi kemiskinan. Pendapat ini berbeda 

dengan yang dikemukakan oleh (Sijapati, 2006) dan (Purmiyati et al., 2023), yang 

menyatakan bahwa demokrasi pada dasarnya tidak dapat menjadi solusi dalam 

mengatasi kemiskinan. Hal ini dikarenakan kemiskinan yang terjadi di negara 

berkembang bersumber dari masalah yang berbeda dan berasal dari kelompok yang 

berbeda pula. 

Kebebasan sipil, hak-hak politik, dan keberadaan lembaga demokrasi yang kuat 

memiliki peran krusial dalam menentukan tingkat kemiskinan di suatu negara (Gao & 

Zang, 2022). Kebebasan sipil, yang mencakup hak berekspresi, berkumpul, dan 

beragama, memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingan 

mereka, termasuk dalam menuntut kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan 

adanya ruang yang bebas bagi masyarakat sipil, tekanan terhadap pemerintah untuk 

mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada kelompok miskin menjadi lebih 

kuat. Hak-hak politik, seperti hak memilih dan dipilih, memastikan bahwa kelompok 

masyarakat yang kurang beruntung memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

proses politik. Ketika kelompok ini memiliki akses terhadap pengambilan keputusan, 

kebijakan yang lebih berpihak pada pengentasan kemiskinan cenderung lebih mudah 

diimplementasikan, seperti subsidi sosial, akses layanan kesehatan, dan pendidikan 

yang lebih baik. Sementara itu, lembaga demokrasi yang efektif, seperti parlemen yang 

berfungsi dengan baik, pemilu yang adil, dan sistem peradilan yang independen, 
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memastikan adanya mekanisme check and balance dalam pemerintahan. Lembaga 

demokrasi yang kuat dapat mencegah korupsi, meningkatkan akuntabilitas, serta 

memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial benar-benar diarahkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin. 

Berdasarkan data dari badan pusat statistik pula diketahui hanya satu provinsi saja dari 

28 provinsi yang memiliki nilai rata-rata indeks demokrasi dengan kategori baik yaitu 

provinsi Jawa Timur dengan nilai 80,45, sementara 27 provinsi lainnya memiliki nilai 

indeks demokrasi dengan kategori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat 

demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan, dengan mayoritas provinsi hanya 

mencapai kategori sedang dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Hal ini 

menunjukkan bahwa kebebasan sipil, hak-hak politik, dan efektivitas lembaga 

demokrasi di sebagian besar wilayah belum optimal. Hanya Jawa Timur yang memiliki 

indeks dengan kategori baik, yang berarti provinsi tersebut memiliki kondisi demokrasi 

yang lebih stabil, dengan kebebasan sipil yang lebih terjamin, partisipasi politik yang 

lebih kuat, serta institusi demokrasi yang lebih berfungsi dengan baik dibandingkan 

provinsi lainnya. Sementara itu, masih adanya 27 provinsi dengan kategori sedang 

menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam memperkuat demokrasi di berbagai 

daerah untuk meningkatkan transparansi, partisipasi politik, dan perlindungan hak-hak 

warga negara 

Dengan demikian, tidak hanya besar atau kecilnya pengeluaran yang berperan, tetapi 

juga bagaimana pengeluaran tersebut dikelola dan didistribusikan oleh pemerintah 

yang akan menentukan efektifitas dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, 

kualitas demokrasi tersebut dapat menjadi penentu utama keberhasilan dari berbagai 

pengeluaran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan, yang 

berkaitan erat dengan upaya negara untuk mencapai Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs) khususnya tujuan 1, yang bertujuan untuk memberantas 
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kemiskinan dalam segala bentuknya. Berdasarkan data kemiskinan yang 

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik diketahui bahwa dari 28 provinsi, 12 

provinsi di antaranya masih berada di atas rata-rata nasional, pada tahun 2011 

sampai dengan tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan adanya disparitas atau 

ketimpangan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan antar provinsi di 

Indonesia.  

2. Berdasarkan data rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2011 

hingga 2023 yang terbagi dalam tiga wilayah yaitu wilayah barat, wilayah 

tengah, dan wilayah timur Indonesia terlihat pola yang konsisten bahwa semakin 

ke arah timur, tingkat kemiskinan cenderung semakin tinggi. 

3. Berdasarkan data rata-rata pengeluaran pemerintah bidang pendidikan selama 

periode 2011-2023, terlihat bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia masih 

mengalokasikan anggaran pendidikan di bawah rata-rata nasional, yaitu 0,98 

persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal tersebut 

mencerminkan adanya disparitas dalam komitmen dan kapasitas fiskal daerah 

terhadap pembangunan sektor pendidikan. Jika merujuk pada standar 

Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) dan United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO), idealnya pengeluaran untuk pendidikan 

berada pada kisaran 4–6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara 

atau wilayah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh provinsi di Indonesia 

masih sangat jauh dari standar internasional yang disarankan. 

4. Berdasarkan data rata-rata pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di 28 

provinsi di Indonesia selama tahun 2011–2023, terlihat bahwa sebagian besar 

provinsi masih mengalokasikan anggaran di bawah rata-rata nasional, yaitu 

sebesar 0,36 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Bahkan, 

tidak ada satu pun provinsi yang mampu mencapai atau mendekati angka ideal 

yang dianjurkan oleh World Health Organization (WHO), yaitu minimal 5 persen 

dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk sektor kesehatan. Hal ini 

mencerminkan bahwa sektor kesehatan belum menjadi prioritas utama dalam 

pengalokasian anggaran daerah. 
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5. Berdasarkan data rata-rata pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial di 

28 provinsi Indonesia selama tahun 2011–2023, terlihat bahwa sebagian besar 

provinsi masih mengalokasikan anggaran di bawah rata-rata nasional, yaitu 

sebesar 0,05 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi belum memberikan perhatian yang 

memadai terhadap upaya perlindungan sosial, padahal sektor ini sangat penting 

dalam mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat miskin dan rentan. 

6. Sen (1982) menyatakan bahwa kemiskinan juga dipengaruhi oleh aspek politik 

yang tercermin pada lemahnya akses terhadap demokrasi. Ketika proses 

demokrasi tidak berjalan sebagai mestinya dalam lingkungan masyarakat maka 

kemiskinan tersebut juga akan meningkat. Pernyataan tersebut juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Gao & Zang (2022) menyatakan bahwa 

peningkatan kualitas pemerintah, peningkatan kebebasan dalam berbicara, 

meningkatkan pemberian hak politik dapat menurunkan jumlah kemiskinan. 

7. Berdasarkan data dari badan pusat statistik diketahui hanya satu provinsi saja dari 

28 provinsi yang memiliki nilai rata-rata indeks demokrasi dengan kategori baik 

yaitu provinsi Jawa Timur dengan nilai 80,45, sementara 27 provinsi lainnya 

memiliki nilai indeks demokrasi dengan kategori sedang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini 

untuk menganalisis pengaruh:  

1. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial 

terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 

2. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial 

terhadap tingkat kemiskinan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia 

3. Kebebasan sipil, hak – hak politik, dan lembaga demokrasi terhadap tingkat 

kemiskinan di Indonesia 

4. Kebebasan sipil, hak – hak politik, dan lembaga demokrasi terhadap tingkat 

kemiskinan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia 
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5. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan,  pengeluaran pemerintah bidang 

kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial, kebebasan sipil, 

hak– hak politik, lembaga demokrasi secara bersama-sama terhadap tingkat 

kemiskinan di Indonesia 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan di lakukan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut :  

1) Bagi pemerintah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang 

kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan dengan 

memaksimalkan pengeluaran pemerintah, serta meningkatkan kembali kualitas 

demokrasi di Indonesia. 

2) Bagi peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan bacaan serta informasi dan 

referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang ingin mengetahui pengaruh 

pengeluaran pemerintah, dan kualitas demokrasi terhadap tingkat kemiskinan di 

Indonesia 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Kemiskinan  

Kemiskinan menggambarkan suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang 

tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang penting guna 

menjalani kehidupan yang layak serta bermartabat (Molo, 2016). Bank Dunia 

menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kekurangan materi, 

tetapi juga mencerminkan keterbatasan individu dalam mengakses berbagai 

kesempatan dan pilihan hidup yang penting, seperti layanan kesehatan, standar hidup 

yang memadai, kebebasan personal, penghargaan terhadap diri, serta rasa dihormati 

layaknya anggota masyarakat lainnya. Di sisi lain, Program Pembangunan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (UNDP) menekankan bahwa kemiskinan juga mencakup keterbatasan 

dalam memperluas pilihan hidup. Salah satu indikator yang mereka soroti adalah tidak 

adanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, 

yang mencerminkan bentuk kemiskinan non-material. 

Kemiskinan juga bisa dipandang sebagai suatu kondisi di mana kelompok tertentu 

kehilangan akses terhadap sumber daya dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan, sehingga menciptakan ketidakmampuan mereka dalam memelihara 

efisiensi hidup secara fisik. Masalah ini tidak hanya dialami oleh negara berkembang, 

tetapi juga oleh negara maju, di mana kemiskinan tetap menjadi tantangan besar. 

Beberapa definisi kemiskinan menurut para ahli, sebagai berikut :  

1) Soerjono Soekanto dalam Rosana (2019), kemiskinan merupakan kondisi di mana  

seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar yang 

berlaku di lingkungan atau kelompok sosialnya. Kemiskinan tidak hanya terkait 

dengan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan ketidakmampuan seseorang 
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memanfaatkan sumber daya mental dan fisik untuk meningkatkan taraf 

kehidupannya. Hal ini menekankan bahwa kemiskinan juga terkait dengan aspek 

sosial dan kultural, di mana masyarakat miskin tidak memiliki akses yang memadai 

untuk mencapai kehidupan yang layak dalam konteks sosial. 

2) Amartya Sen dalam Adon (2023) memperkenalkan konsep kemiskinan sebagai 

“deprivasi kapabilitas”. Menurutnya, kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek 

ekonomi atau kurangnya pendapatan, melainkan dari ketidakmampuan seseorang 

untuk mencapai fungsi-fungsi dasar kehidupan yang memadai. Sen berargumen 

bahwa kemiskinan adalah hilangnya kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, 

seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Sen melihat 

kemiskinan sebagai masalah multidimensional yang memerlukan pendekatan 

holistik untuk pemberdayaan dan pengembangan kapabilitas masyarakat. 

3) Levitan dalam Suyanto (2001), mendefinisikan kemiskinan sebagai tidak mampuan 

seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak, seperti pangan, sandang, 

papan, kesehatan, dan pendidikan. Levitan juga melihat kemiskinan sebagai 

fenomena yang melibatkan berbagai faktor sosial-ekonomi, termasuk kurangnya 

akses terhadap pekerjaan yang layak dan sistem jaminan sosial yang memadai. 

Definisi ini berfokus pada aspek kesejahteraan dan perlindungan sosial sebagai 

indikator penting dalam menilai kemiskinan di suatu wilayah. 

2.1.1.1 Teori Kemiskinan 

1) Teori Human Capital  

Teori Sumber Daya Manusia (Human Capital Theory), yang dipopulerkan oleh 

ekonom Gary Becker pada tahun 1960-an, memandang pengetahuan, keterampilan, 

pengalaman, dan kemampuan individu sebagai bentuk-bentuk modal yang dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Hal 

ini menekankan pada investasi di bidang pendidikan, pelatihan, dan kesehatan 

sebagai strategi utama untuk meningkatkan hasil ekonomi individu dan masyarakat. 

Investasi ini dianggap berharga, sama seperti bentuk modal lainnya, karena 
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memberikan keuntungan jangka panjang dalam bentuk pendapatan yang lebih 

tinggi, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kualitas hidup.  

Teori ini berasumsi bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi 

memberikan peluang kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. 

Meskipun manfaat dari investasi sumber daya manusia membutuhkan waktu untuk 

terwujud, investasi ini sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan. Teori human capital juga menganggap bahwa 

kesehatan adalah bagian integral dari modal manusia. Individu yang sehat akan lebih 

produktif dan mampu bekerja lebih lama. Penyakit atau masalah kesehatan dapat 

mengurangi kapasitas seseorang untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan, 

sehingga kesehatan menjadi komponen penting dalam pengembangan modal 

manusia.  

Modal manusia, yang meliputi pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, tersebut 

berhubungan erat dengan pengurangan kemiskinan. Menurut Heliyon (2019) modal 

manusia, yang diukur melalui pendidikan dan kesehatan, memiliki dampak positif 

yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Efek interaktif dari komponen 

modal manusia menunjukkan dampak jangka panjang terhadap penurunan tingkat 

kemiskinan. 

Selain itu menurut Suharto (2009) dalam memahami kemiskinan, ada dua teori besar 

atau paradigma yang mendasari, yaitu paradigma Neo-liberal dan Sosial Demokrasi. 

1) Paradigma Neo-Liberal  

Pada paradigma ini, fokus utama dalam memandang kemiskinan adalah individu 

dan mekanisme pasar. Pendekatan ini menekankan kebebasan individu sebagai 

komponen penting dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan dipandang sebagai 

hasil dari pilihan individu, dan mekanisme pasar dianggap sebagai solusi utama 

untuk mengatasinya. Paradigma ini berasumsi bahwa dengan memperluas kekuatan 

pasar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan akan teratasi. 

Intervensi negara dianggap minimal dan hanya diperlukan ketika institusi 

masyarakat seperti keluarga atau organisasi swadaya tidak mampu lagi menangani 
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masalah kemiskinan. Pendekatan ini, yang dipopulerkan oleh Bank Dunia, sering 

menjadi dasar dalam berbagai kajian tentang kemiskinan. Namun, kelemahan 

paradigma ini adalah terlalu menitikberatkan pada pendapatan sebagai indikator 

kemiskinan dan mengabaikan keterlibatan langsung orang miskin dalam proses 

penyelesaian masalah mereka sendiri. 

2) Paradigma Sosial Demokrasi 

Paradigma ini melihat kemiskinan sebagai masalah struktural, bukan semata-mata 

tanggung jawab individu. Ketidakadilan dan ketimpangan sosial dianggap sebagai 

penyebab utama kemiskinan. Paradigma ini mengkritik pasar bebas, namun tetap 

memandang sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi yang paling efektif dalam 

pengorganisasian masyarakat. Penekanan utama paradigma ini adalah pada 

kesetaraan dan perlunya jaminan sosial sebagai mekanisme untuk menangani 

kemiskinan secara institusional. Namun, kelemahan pendekatan ini terletak pada 

ketergantungan yang tinggi terhadap negara untuk membentuk struktur dan institusi 

yang tepat. Paradigma ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian kemiskinan tidak 

hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada bagaimana struktur 

sosial memberikan akses yang setara bagi setiap kelompok untuk mencapai 

kemandirian dan kebebasan. 

2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan 

Menurut pandangan Bank Dunia, salah satu faktor utama penyebab kemiskinan adalah 

rendahnya tingkat pendapatan serta keterbatasan kepemilikan aset yang diperlukan 

untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang 

layak, layanan kesehatan, dan akses pendidikan. Selain itu, kemiskinan juga erat 

kaitannya dengan kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Umumnya, 

kelompok masyarakat yang tergolong miskin terdiri dari individu dengan tingkat 

pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan yang kurang baik, dan tidak memiliki 

pekerjaan tetap. Situasi ini menunjukkan bahwa hambatan ekonomi serta keterbatasan 

akses terhadap layanan dasar menjadi faktor penting yang memperparah kondisi 

kemiskinan. 
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Kuncoro (1997) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan dapat dianalisis dari dua 

aspek yang saling berhubungan: sosial dan ekonomi. Faktor ekonomi yang utama 

adalah terbatasnya akses penduduk terhadap kesempatan kerja, di mana tingkat 

ketenagakerjaan diukur dari rasio jumlah orang yang bekerja terhadap total angkatan 

kerja. Faktor ekonomi lainnya adalah keterbatasan akses terhadap faktor produksi, 

seperti kesulitan memperoleh modal usaha, akses pasar, dan kepemilikan aset yang 

terbatas. Dari perspektif sosial, kemiskinan dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap 

pendidikan dan kesehatan. Di banyak negara berkembang, kesempatan pendidikan 

yang terbatas mengakibatkan produktivitas yang rendah, yang berujung pada 

berkurangnya tingkat pendapatan. Selain itu, akses yang tidak memadai terhadap 

layanan kesehatan memperburuk kemiskinan, karena infrastruktur kesehatan di negara-

negara berkembang tertinggal jauh di belakang negara-negara maju. 

2.1.1.3 Jenis – Jenis Kemiskinan 

a) Kemiskinan Kultural  

Kemiskinan kultural adalah suatu kondisi di mana kemiskinan muncul karena faktor 

budaya dan kebiasaan yang menghalangi individu atau kelompok untuk 

meningkatkan taraf hidupnya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Oscar 

Lewis, yang menyatakan bahwa kemiskinan tidak semata-mata terkait dengan faktor 

ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan pola pikir, nilai, dan praktik budaya yang 

berlaku di dalam suatu masyarakat. Individu yang mengalami kemiskinan kultural 

sering kali menunjukkan perilaku pasif, tidak memiliki keinginan untuk berubah, 

dan cenderung menerima keadaan mereka sebagai takdir yang tidak dapat diubah 

(Lewis, 1959). 

b) Kemiskinan Struktural  

Kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakadilan 

dalam sistem ekonomi, sosial, dan politik yang ada di masyarakat. Kondisi ini terjadi 

ketika kebijakan dan struktur sosial yang ada tidak mendukung akses yang setara 

terhadap sumber daya dan kesempatan, sehingga kelompok tertentu terjebak dalam 

kemiskinan secara terus-menerus. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan, akses 
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terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta ketidaksetaraan dalam kesempatan 

kerja merupakan faktor utama yang memperparah kemiskinan struktural. Menurut 

Oscar Lewis (1998), dalam studinya tentang “Culture of Poverty”,  juga 

menyebutkan kemiskinan struktural sebagai bagian dari masalah yang lebih besar 

yang melibatkan sistem ekonomi dan politik yang menguntungkan kelompok elit. 

Menurutnya, kemiskinan struktural terjadi ketika kelompok masyarakat miskin 

tidak memiliki akses ke modal, pendidikan, dan kesempatan yang diperlukan untuk 

mengubah kondisi ekonominya, memperkuat siklus kemiskinan antar generasi. 

c) Kemiskinan Absolut  

Menurut Arsyad (1988), Kemiskinan absolut diukur dari ketidakmampuan individu 

atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan 

tempat tinggal. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan suatu populasi secara 

signifikan berada di bawah standar hidup yang dibutuhkan. Penyebab kemiskinan 

absolut bisa bermacam-macam, mulai dari konflik dan kesenjangan ekonomi hingga 

lemahnya kapasitas pemerintah dalam menangani masalah sosial dan ekonomi. 

d) Kemiskinan Relatif 

Kemiskinan relatif terjadi ketika pembangunan tidak merata, yang mengakibatkan 

perbedaan pendapatan antar kelompok sosial. Menurut Wahyu (2009), standar 

kemiskinan relatif ditentukan oleh kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu 

dan diukur berdasarkan kondisi golongan masyarakat yang paling miskin. 

Ketimpangan ini terjadi sebagai akibat dari kebijakan pembangunan yang tidak 

mengakomodasi kesejahteraan semua lapisan masyarakat secara merata. 

2.1.2 Peran Pemerintah 

Menurut Mangkoesoebroto (2008), peran pemerintah dalam perekonomian suatu 

negara sangatlah penting, yang dapat terlihat dari berbagai kebijakan publik yang 

diambil untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan. Sejak era klasik, Adam 

Smith telah menjelaskan tiga fungsi dasar pemerintah, yaitu: pertama, menjaga 

ketertiban dan keamanan dalam negeri; kedua, menegakkan sistem hukum yang adil; 

dan ketiga, menyediakan barang-barang publik seperti jalan raya, bendungan, dan 
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infrastruktur penting lainnya yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor 

swasta. Dalam konteks ekonomi modern, peran pemerintah berkembang dan dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga fungsi utama, yaitu: 

1. Fungsi alokasi: Salah satu peran penting pemerintah adalah memastikan tersedianya 

barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme 

pasar, seperti layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur. 

Alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan mencerminkan 

pelaksanaan fungsi alokasi dalam kebijakan fiskal. Investasi di bidang ini berperan 

strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas 

kesempatan kerja, serta mendorong terjadinya mobilitas sosial. Kehadiran 

infrastruktur sosial yang memadai menjadi dasar penting bagi kelompok masyarakat 

berpenghasilan rendah untuk melepaskan diri dari kondisi kemiskinan yang 

berkelanjutan. 

2. Fungsi distribusi: Pemerintah berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan 

dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan distribusi, seperti 

sistem perpajakan progresif dan subsidi. Pengeluaran pemerintah dalam 

perlindungan sosial seperti bantuan sosial, subsidi kebutuhan dasar, serta program 

jaminan sosial bertujuan langsung untuk membantu kelompok rentan. Fungsi ini 

sangat relevan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem dan memberikan jaring 

pengaman bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. 

3. Fungsi stabilisasi: Melalui kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah bertugas 

menjaga kestabilan ekonomi, termasuk pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi 

yang sehat, dan tingkat pengangguran yang rendah. Stabilitas makroekonomi juga 

dipengaruhi oleh seberapa besar pemerintah mampu menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi investasi, termasuk penanaman modal asing . Ketika penanaman 

modal asing masuk secara merata dan produktif, akan menciptakan lapangan kerja 

baru, meningkatkan daya saing, dan turut berkontribusi dalam penurunan angka 

kemiskinan. Di sisi lain, kualitas demokrasi melalui kebebasan sipil, perlindungan 

hak-hak politik, dan keberadaan lembaga-lembaga demokratis yang kuat dapat 
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meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat akuntabilitas dalam 

pengelolaan anggaran publik, sehingga program-program pemerintah menjadi lebih 

efektif dan berdampak terhadap pengurangan kemiskinan. 

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal, yaitu 

kebijakan ekonomi makro di mana pemerintah, biasanya melalui kerja sama dengan 

kementerian keuangan, memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengarahkan 

perekonomian nasional. Pengeluaran ini mencerminkan total biaya yang harus 

dikeluarkan oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran untuk menjalankan berbagai 

program dan kebijakan publik. Secara umum, kebijakan fiskal mencakup keputusan 

terkait besarnya penerimaan dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi 

kondisi ekonomi secara keseluruhan. Seluruh keputusan fiskal ini tertuang dalam 

dokumen resmi negara yang dikenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). Menurut Bank Dunia, pengeluaran pemerintah meliputi seluruh 

bentuk pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk 

pembelian barang dan jasa, pembayaran gaji aparatur negara, serta transfer seperti 

subsidi dan bantuan sosial. 

Menurut Suparno (2015), pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam 

mendorong pembentukan modal, terutama melalui investasi di berbagai sektor seperti 

infrastruktur, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Dumairy 

(2009) dalam Taher (2019) menjelaskan bahwa kebijakan pengeluaran belanja 

pemerintah mencakup beberapa fungsi, yaitu stabilitatif, alokasi, dinamisatif, dan 

distributif. Fungsi-fungsi ini berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, 

mengalokasikan sumber daya secara efisien, mendukung dinamika perekonomian, 

serta mendistribusikan hasil pembangunan secara merata. 

2.1.3.1 Teori  Pengeluaran Pemerintah 

1) Teori Wagner  

Wagner mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mendorong 

peningkatan belanja pemerintah dari waktu ke waktu. Faktor-faktor tersebut 
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mencakup meningkatnya kebutuhan akan sektor pertahanan dan keamanan, naiknya 

pendapatan per kapita masyarakat, laju urbanisasi yang mengikuti pertumbuhan 

ekonomi, perkembangan sistem demokrasi, serta adanya ketidakefisienan dalam 

birokrasi pemerintahan. Gagasan ini berakar pada teori negara sebagai suatu 

organisme, yang melihat pemerintah sebagai lembaga otonom yang dapat 

mengambil keputusan dan bertindak sendiri, tanpa harus selalu bergantung pada 

partisipasi langsung dari masyarakat. 

2) Teori WW Rostow dan RA Musgrave 

Musgrave dan Rostow mengemukakan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah 

memiliki kaitan erat dengan tahapan pembangunan ekonomi yang dilalui suatu 

negara. Menurut Musgrave, seiring kemajuan pembangunan, proporsi total investasi 

terhadap pendapatan nasional cenderung meningkat, namun kontribusi investasi 

dari sektor pemerintah justru mengalami penurunan. Sementara itu, Rostow 

menyoroti bahwa ketika suatu negara telah mencapai tahap pembangunan yang 

lebih tinggi, arah belanja pemerintah akan bergeser dari fokus pada pembangunan 

infrastruktur ekonomi menuju penyediaan layanan sosial, seperti pendidikan dan 

kesehatan. Pandangan ini didasarkan pada analisis perkembangan belanja publik di 

berbagai negara yang tengah berada dalam proses pembangunan ekonomi. 

2.1.3.2 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan 

Pendidikan merupakan unsur krusial dalam pembentukan modal manusia, yang 

dipandang sebagai bentuk investasi produktif terhadap kualitas sumber daya manusia 

dan memiliki peran langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Todaro dan 

Smith (2011) menyatakan bahwa pendidikan mampu mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, serta kemampuan manajerial individu, yang pada akhirnya 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Lebih jauh, Pasal 26 dalam Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (1948) menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak 

untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan dasar harus disediakan secara gratis dan 

bersifat wajib, sementara jenjang pendidikan menengah dan tinggi perlu dapat diakses 

oleh masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing individu. 



26  

 

 

Pengeluaran adalah masukan penting ke dalam sistem pendidikan, di mana hal tersebut 

mencerminkan komitmen nasional terhadap pendidikan dan memiliki implikasi untuk 

kesetaraan. Pengeluaran untuk pendidikan menurut standar Perserikatan Bangsa - 

Bangsa (PBB) dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) idealnya berada pada kisaran 4-6% dari PDB atau 15-20% dari total 

anggaran pemerintah. Standar ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program 

pendidikan yang dapat diakses, inklusif, dan berkualitas bagi semua anak dan dewasa 

di berbagai negara. Kedua indikator tersebut diharapkan mampu mendorong mobilisasi 

sumber daya secara optimal guna mendukung pelaksanaan berbagai program dan 

kebijakan yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan. Alokasi anggaran yang 

diberikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya 

melalui penguatan infrastruktur pendidikan serta pengembangan kompetensi tenaga 

pendidik melalui pelatihan yang berkelanjutan. Wahyudi (2020) menyebutkan bahwa 

anggaran pendidikan semakin difokuskan pada penguatan infrastruktur dan 

pengembangan tenaga pendidik guna menghasilkan lulusan yang lebih kompeten dan 

siap menghadapi tantangan global. (Baldacci et al., 2005) menekankan pentingnya 

mengarahkan investasi modal manusia lebih besar pada pendidikan dasar, sebagai 

fondasi untuk mencapai pemerataan dan pembangunan yang berkelanjutan. 

Pendidikan, sebagai hak dasar setiap warga negara, juga memiliki peran kunci dalam 

memperkuat hubungan antara peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan 

ekonomi.  

2.1.3.3 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan 

Kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang mempengaruhi produktivitas dan 

pembangunan ekonomi suatu negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

menggambarkan kesehatan sebagai kondisi kesejahteraan yang menyeluruh, mencakup 

aspek fisik, mental, dan sosial. Definisi ini menekankan bahwa kesehatan bukan 

sekadar ketiadaan penyakit atau kelemahan, melainkan mencerminkan keadaan utuh 

yang memungkinkan individu menjalani kehidupan secara optimal dalam berbagai 

dimensi. Definisi ini menekankan bahwa kesehatan tidak hanya dilihat dari tidak 
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adanya penyakit atau kondisi fisik yang baik saja, tetapi juga mencakup aspek 

kesejahteraan mental dan sosial. WHO menganggap kesehatan sebagai hak asasi 

manusia dan elemen kunci dalam mencapai kualitas hidup yang baik. Para ekonom 

melihat kesehatan sebagai salah satu modal penting yang berkontribusi terhadap 

kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Kesehatan juga dipandang 

sebagai investasi yang memiliki pengembalian positif bagi individu dan masyarakat, 

sehingga dapat dianggap sebagai faktor produksi yang berperan dalam meningkatkan 

nilai tambah barang dan jasa. Mills and Gilson (1988) mengemukakan bahwa ekonomi 

kesehatan berkaitan dengan alokasi sumber daya dalam sektor kesehatan, pembiayaan, 

efisiensi, serta dampak pencegahan dan pengobatan terhadap kesejahteraan individu 

dan masyarakat. 

World Health Organization (WHO) menganjurkan bahwa negara sebaiknya 

mengalokasikan setidaknya 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk sektor 

kesehatan. WHO juga merekomendasikan alokasi sekitar 15% dari total anggaran 

pemerintah untuk pengeluaran kesehatan. Angka ini dikenal sebagai target Abuja, yang 

disepakati oleh negara-negara Afrika pada tahun 2001 dan juga menjadi acuan bagi 

banyak negara berkembang untuk meningkatkan investasi di sektor kesehatan. 

Pengeluaran ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan yang cukup 

dan adil, terutama untuk kelompok rentan seperti penduduk miskin, lanjut usia, dan 

anak terlantar. Belanja kesehatan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. (Mustaqimah et al., 2017) 

pengeluaran pemerintah untuk kesehatan memiliki dampak positif pada peningkatan 

hasil kesehatan, yang pada gilirannya berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan. 

Hubungan ini menyoroti pentingnya investasi publik dalam kesehatan sebagai strategi 

pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sumber pembiayaan kesehatan dapat berasal 

dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari pihak swasta, seperti perusahaan 

dan lembaga asuransi kesehatan. Pendanaan ini disusun sebagai bagian dari upaya 

untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di sektor kesehatan, dengan tujuan 

mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini sejalan dengan 
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amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. 

2.1.3.4 Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial 

Perlindungan sosial merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari pembangunan 

nasional dan memegang peran kunci dalam mengurangi kemiskinan serta menekan 

tingkat ketimpangan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perlindungan 

sosial mencakup berbagai kebijakan dan program yang dirancang secara sistematis 

untuk mencegah serta mengurangi risiko kemiskinan dan kerentanan, mencakup 

seluruh tahapan kehidupan individu. Perlindungan sosial mencakup berbagai 

instrumen dan program yang bertujuan untuk memberikan dukungan bagi individu atau 

kelompok yang rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi. Dalam konteks tujuan 

pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 1 yang menargetkan 

penghapusan kemiskinan, Target 1.3 menekankan pentingnya menerapkan sistem 

perlindungan sosial yang mencakup seluruh penduduk, terutama bagi yang miskin dan 

rentan, untuk memastikan adanya jaring pengaman sosial yang efektif. Menurut 

Suharto (2015), perlindungan sosial merupakan bentuk intervensi yang dilakukan oleh 

pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat untuk membantu penduduk miskin 

melalui transfer pendapatan atau konsumsi. Selain itu, perlindungan ini bertujuan untuk 

memberikan perlindungan bagi kelompok rentan dari berbagai risiko dalam kehidupan, 

sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan dan posisi sosial kelompok yang 

selama ini tersisihkan. 

International Labour Organization (ILO) melalui Rekomendasi 202 (Social Protection 

Floors Recommendation, 2012) menganjurkan bahwa setiap negara harus 

menyediakan jaminan dasar perlindungan sosial (social protection floors) yang 

mencakup : Akses ke layanan kesehatan yang esensial, serta jaminan pendapatan dasar 

untuk anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.  

Hubungan antara pengeluaran perlindungan sosial dan kemiskinan sangat erat, karena 

alokasi belanja untuk perlindungan sosial bertujuan langsung untuk mengurangi beban 

ekonomi kelompok miskin dan rentan. Program-program ini membantu menyediakan 
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kebutuhan dasar, meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, 

serta menciptakan jaring pengaman sosial yang melindungi masyarakat dari dampak 

ekonomi yang merugikan. Dengan demikian, pengeluaran untuk perlindungan sosial 

memainkan peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan mendorong 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

2.1.4 Kualitas Demokrasi 

Irawan (2007) menjelaskan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang 

bersumber pada kehendak rakyat, di mana kekuasaan berada di tangan masyarakat. 

Dalam sistem ini, pengelolaan negara dilakukan oleh rakyat secara langsung maupun 

melalui persetujuan mereka, karena prinsip kedaulatan rakyat menjadi landasan utama. 

Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan yang diadopsi oleh banyak negara di 

dunia, yang awalnya muncul dari perjuangan masyarakat Barat untuk memperoleh 

kesetaraan hak dan perlakuan di hadapan hukum. 

Sementara itu, menurut Dahl (2008) sebagaimana dirangkum dalam laporan Indeks 

Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2009 oleh UNDP Indonesia (2011), demokrasi 

merupakan sistem pemerintahan yang ditandai dengan sejumlah karakteristik, antara 

lain 

1. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk membentuk serta bergabung dalam 

organisasi sosial atau politik 

2. Terdapat jaminan kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau pandangan 

secara terbuka 

3. Setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan diri dalam 

jabatan publik.  

4. Proses demokrasi memungkinkan terjadinya persaingan antar warga dalam 

memperoleh dukungan masyarakat untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam 

pemerintahan..  

5. Warga negara diberikan hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum 

sebagai bentuk partisipasi politik.  
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6. Pelaksanaan pemilu dilakukan secara adil dan bebas dari kecurangan, guna 

menjamin legitimasi hasilnya.  

7. Masyarakat memiliki akses terhadap berbagai sumber informasi independen, tidak 

hanya yang bersumber dari pemerintah 

8. Sistem demokrasi memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

mencerminkan aspirasi rakyat, dengan mekanisme pemilihan umum yang 

berlangsung secara berkala untuk menilai kinerja serta mempertanggungjawabkan 

tindakan pemerintah 

 

Menurut Djiwandono (2003), terdapat beberapa unsur utama yang menjadi fondasi 

penting dalam pelaksanaan demokrasi, yaitu:  

1. Pengakuan terhadap kesetaraan warga negara. Setiap individu memiliki 

kedudukan yang sama dalam masyarakat tanpa perbedaan status yang 

menempatkan satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain 

2. Dominasi nilai-nilai individu dalam membentuk demokrasi. Demokrasi tidak 

berdiri secara netral atau hampa nilai, melainkan dibentuk oleh norma dan prinsip 

yang hidup dalam masyarakat 

3. Pemerintah sebagai pelayan publik. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan tidak 

berperan sebagai penguasa mutlak, melainkan sebagai representasi dan pelaksana 

kehendak rakyat, yang merupakan pemegang kedaulatan sejati 

4. Toleransi dari kelompok mayoritas terhadap minoritas. Prinsip ini mencerminkan 

pentingnya sikap saling menghargai, melindungi, dan membina hubungan yang 

harmonis antara kelompok yang dominan dan yang lebih kecil. 

5. Pengambilan keputusan melalui musyawarah. Setiap keputusan penting harus 

dibahas secara bersama, bukan ditentukan sepihak oleh mayoritas agar tidak 

menimbulkan dominasi atau tirani atas kelompok lain 

6. Penegakan hukum yang berlaku untuk semua. Supremasi hukum merupakan pilar 

utama dalam demokrasi; tanpa aturan hukum yang adil dan merata, sistem 

demokrasi berisiko menjadi kacau atau anarkis 
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7. Adanya prosedur yang sah dalam mencapai tujuan bersama. Setiap tindakan dalam 

sistem demokrasi harus mengikuti mekanisme yang telah disepakati, agar proses 

pelaksanaannya selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang baik dan benar. 

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disusun sebagai alat 

ukur kuantitatif untuk memantau sejauh mana perkembangan demokrasi berlangsung 

di Tanah Air. IDI tidak hanya menggambarkan dinamika demokrasi secara nasional, 

tetapi juga memberikan gambaran mengenai capaian demokrasi di tingkat provinsi. 

Dalam pelaksanaannya, pengukuran IDI tidak semata-mata menilai kinerja lembaga 

eksekutif atau birokrasi pemerintah, melainkan juga mempertimbangkan kontribusi 

masyarakat sipil, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, aparat penegak hukum, 

serta lembaga peradilan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas demokrasi sebagaimana 

tercermin dalam IDI merupakan tanggung jawab kolektif dari seluruh elemen bangsa, 

bukan semata menjadi beban pemerintah semata. 

Pengukuran tingkat demokrasi di Indonesia dilakukan dengan menilai sejauh mana 

pelaksanaan dan kemajuan aspek-aspek demokrasi yang berlangsung di seluruh 

provinsi. Dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), terdapat tiga dimensi 

utama yang menjadi dasar penilaian, yaitu: 

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberty) 

Dimensi ini mencakup berbagai bentuk kebebasan dasar yang harus dijamin dalam 

negara demokratis, antara lain: 

a. Kebebasan untuk berkumpul dan membentuk organisasi atau kelompok 

b. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat secara terbuka 

c. Kebebasan dalam memilih dan menjalankan keyakinan beragama 

d. Perlindungan terhadap warga negara dari tindakan diskriminatif 

2. Hak-Hak Politik (Political Rights) 

Aspek ini menekankan pentingnya partisipasi politik warga negara, yang meliputi: 

a. Hak setiap individu untuk memilih maupun mencalonkan diri dalam pemilihan 

umum 
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b. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan dalam 

fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik 

3. Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) 

Elemen ini menilai peran dan fungsi institusi-institusi demokratis di tingkat lokal, 

yang mencakup: 

a. Penyelenggaraan pemilu yang berlangsung secara adil, jujur, dan bebas 

b. Fungsi dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

c. Peran partai politik dalam sistem demokrasi 

d. Kinerja birokrasi pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan 

e. Independensi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum secara adi 

 

Proses penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dilakukan melalui berbagai 

pendekatan metodologis, antara lain melalui analisis isi dari pemberitaan media cetak, 

penelaahan dokumen relevan, diskusi kelompok terfokus (Focus Group 

Discussion/FGD), serta wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki 

pemahaman komprehensif mengenai dimensi-dimensi demokrasi di wilayah tempat 

tinggal mereka. Informasi yang diperoleh dari berbagai metode tersebut kemudian 

diproses dan diberi skor dalam skala 0 hingga 100. Hasil akhir dari penilaian tersebut 

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yakni: skor di bawah 60 dikategorikan 

sebagai buruk, skor antara 60 hingga 80 sebagai sedang, dan skor di atas 80 sebagai 

baik (IDI, 2019). 

2.1.4.1 Teori  Kualitas Demokrasi 

1) Teori Acemoglu  

Daron Acemoglu, seorang ekonom terkemuka, mengembangkan teori tentang 

kesejahteraan yang menitikberatkan pada peran lembaga politik dan ekonomi. 

Dalam buku Why Nations Fail yang ditulis bersama James A. Robinson, Acemoglu 

membagi institusi politik dan ekonomi ke dalam dua kategori utama, yaitu: institusi 

yang inklusif dan institusi yang ekstraktif. Mereka berpendapat bahwa kemajuan 

dan kemakmuran suatu negara hanya dapat terwujud apabila sistem politik yang 

dianut bersifat inklusif yaitu sistem yang mendorong partisipasi luas masyarakat dan 
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menjamin perlindungan atas hak-hak individu dalam pengambilan keputusan politik 

dan ekonomi. Negara-negara yang didominasi oleh institusi politik dan ekonomi 

yang ekstraktif cenderung tetap berada dalam kondisi kemiskinan, sementara negara 

yang memiliki institusi inklusif lebih berpeluang untuk mencapai kesejahteraan 

(Karim, 2024). 

 

Institusi politik inklusif dapat diartikan sebagai sistem yang tidak hanya 

menguntungkan segelintir elite berkuasa, tetapi juga memungkinkan masyarakat 

luas untuk terlibat aktif dalam proses politik. Dengan kata lain, sistem politik yang 

dapat mendorong kemakmuran adalah sistem yang bersifat pluralistis. Selain 

memberikan akses politik yang lebih terbuka, institusi politik inklusif juga ditandai 

oleh adanya mekanisme checks and balances guna membatasi kekuasaan elite, serta 

penerapan supremasi hukum yang menjamin hak seluruh warga negara. Acemoglu 

dan Robinson berpendapat bahwa keberadaan institusi politik yang inklusif akan 

mendorong terbentuknya institusi ekonomi yang bersifat inklusif pula. Ciri utama 

dari institusi ekonomi inklusif adalah adanya perlindungan terhadap hak milik dan 

hak paten, kemudahan dalam menjalankan usaha, akses pasar yang terbuka, serta 

peran aktif negara dalam menyediakan pendidikan dan menciptakan kesempatan 

yang setara bagi semua warga negara dalam kegiatan ekonomi (Karim, 2024). 

 

2) Teori Good Governance  

Good Konsep good governance menekankan bahwa pemerintahan yang ideal adalah 

pemerintahan yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-

mata pada kepentingan birokrasi. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk 

melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, termasuk menerapkan prinsip-

prinsip kewirausahaan dalam tata kelola lembaga negara guna mencegah terjadinya 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Muhammad, 2019). Secara umum, teori 

good governance menitikberatkan pada penerapan nilai-nilai seperti transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap 

aturan hukum. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa kualitas pemerintahan yang 
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baik akan menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan ekonomi dan 

sosial, termasuk pengurangan kemiskinan. Jika pemerintahan memiliki tata kelola 

yang baik, maka alokasi pengeluaran pemerintah dan investasi asing akan lebih 

efisien, tepat sasaran, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sebaliknya, jika kualitas pemerintahan buruk, seperti adanya korupsi, birokrasi yang 

tidak efisien, atau ketidakpatuhan hukum, maka pengeluaran pemerintah dan FDI 

cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. 

Tata kelola yang baik juga dapat menarik lebih banyak investasi asing karena 

adanya kepastian hukum dan lingkungan bisnis yang stabil, yang pada akhirnya 

dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. 

2.1.4.2 Aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberties) 

Pengertian mengenai kebebasan sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 

merujuk pada pandangan Bealey (1999), yang menyatakan bahwa konsep civil liberties 

berkaitan erat dengan hak untuk menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, serta 

perlindungan dari tindakan penahanan yang sewenang-wenang. Meskipun belum 

terdapat definisi tunggal yang disepakati secara luas, kebebasan sipil umumnya 

mencakup hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk 

berkumpul dan membentuk organisasi, serta kebebasan dalam menjalankan agama dan 

keyakinan (Bealey & Johnson, 1999). Gagasan ini berpijak pada pemahaman bahwa 

kebebasan individu merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi, karena 

tanpa adanya kebebasan, masyarakat tidak memiliki ruang untuk mengawasi dan 

meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. 

Kebebasan sipil kerap kali berada dalam posisi rentan akibat dua bentuk ancaman 

utama. Pertama, ancaman yang berasal dari otoritas negara, atau yang dikenal sebagai 

supreme coercive authority. Dalam konteks ini, pemerintah sering kali membatasi 

ruang kebebasan sipil, khususnya dalam hal kebebasan berpendapat dan berserikat, 

karena dianggap berpotensi mengganggu kekuasaan politik yang mereka miliki. 

Kedua, terdapat ancaman yang dikemukakan oleh John Stuart Mill sebagai bentuk 

tirani mayoritas (tyranny of the majority), yaitu ketika tekanan untuk membatasi 
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kebebasan tidak datang dari negara, melainkan dari kelompok-kelompok sosial dalam 

masyarakat itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, pembatasan atas hak-hak sipil dapat 

muncul akibat tekanan sosial yang menekan perbedaan pandangan atau keyakinan 

(Bealey & Johnson, 1999). 

Dalam kerangka pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), kebebasan sipil 

dipahami sebagai hak individu maupun kelompok yang erat kaitannya dengan 

pengaruh kekuasaan negara serta tekanan dari kelompok sosial tertentu. Untuk 

mengumpulkan data yang relevan dalam penyusunan IDI, dimensi kebebasan sipil ini 

dijabarkan ke dalam empat indikator utama, yaitu: (1) kebebasan untuk membentuk 

serta bergabung dalam organisasi atau perkumpulan, (2) kebebasan dalam 

menyampaikan pendapat, (3) kebebasan dalam memeluk dan menjalankan keyakinan, 

serta (4) kebebasan dari tindakan diskriminatif yang tidak didasarkan pada agama. 

2.1.4.3 Hak-Hak Politik (Political Rights) 

Menurut Bollen (1993), menyatakan bahwa hak-hak politik hadir ketika pemerintah 

nasional bertanggung jawab kepada seluruh warga negara, dan setiap individu memiliki 

hak untuk terlibat dalam proses pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui 

perwakilan. Pernyataan ini mengandung makna bahwa partisipasi aktif dan adanya 

kompetisi dalam ranah politik merupakan bagian tak terpisahkan dari hak-hak politik. 

Menyadari pentingnya aspek ini, Robert Dahl(2008) mengidentifikasi lima indikator 

kunci yang merefleksikan dimensi hak politik, yaitu: hak warga negara untuk 

memberikan suara dalam pemilu, hak mencalonkan diri dalam jabatan publik, hak 

untuk berkompetisi dalam memperoleh dukungan pemilih, terselenggaranya pemilu 

yang berlangsung secara adil dan bebas, serta kebijakan publik yang dirumuskan 

mencerminkan aspirasi masyarakat.  

Dalam kerangka pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dimensi hak-hak 

politik ini dirumuskan ke dalam dua variabel utama, yakni: (1) hak untuk memilih dan 

dicalonkan dalam pemilu, serta (2) partisipasi warga dalam proses perumusan 

keputusan politik dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. 
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2.1.4.4 Aspek Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy) 

Dalam sistem demokrasi, lembaga merupakan institusi negara yang berfungsi untuk 

memastikan prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan dan dijalankan secara efektif. 

Berdasarkan laporan IDI (2009), lembaga demokrasi diklasifikasikan ke dalam dua 

level utama. Tingkatan pertama adalah suprastruktur politik, yang meliputi lembaga 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai pilar utama penyelenggara negara. 

Tingkatan kedua adalah infrastruktur politik, yang mencakup berbagai instrumen 

pendukung seperti pemilihan umum, partai politik, media massa, serta kelompok 

kepentingan yang turut mewarnai dinamika demokrasi. 

Untuk menilai kinerja lembaga-lembaga demokratis, IDI menggunakan lima indikator 

utama, yaitu: (1) kualitas pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil, (2) peran 

aktif DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, (3) kontribusi partai politik dalam 

proses demokratisasi, (4) profesionalisme dan netralitas birokrasi pemerintahan daerah, 

serta (5) independensi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum. 

2.2 Tinjauan Empiris 

Penulis telah mempelajari sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik 

yang akan di teliti sebelum melakukan penelitian ini. Daftar peneliti yang dimaksud 

tercantum dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Penulis / Judul / 

Tahun 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Daria Popova  

 

Impact of Equity in 

Social Protection 

Spending on 

Income Poverty 

and Inequality 

 

(2023)   

Pengeluaran 

perlindungan 

sosial, 

kemiskinan, 

ketimpangan   

 

- Analisis data 

dalam metode 

ini bersifat 

kuantitatif 

- Data yang 

digunakan 

merupakan 

data sekunder 

dari tahun 

1998-2017 

Temuan menunjukkan 

bahwa distribusi yang 

adil dalam pengeluaran 

perlindungan sosial 

dapat secara signifikan 

mengurangi 

kemiskinan dan 

ketimpangan 

pendapatan. 
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Penulis / Judul / 

Tahun 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Metode yang 

digunakan 

adalah regresi 

data panel 

Hidayat & Azhar 

 

Analisis 

Pengeluaran 

Pemerintah di 

Sektor Kesehatan, 

Pendidikan, dan 

Infrastruktur 

Terhadap Tingkat 

Kemiskinan di 

Indonesia 

 

(2022) 

Pengeluaran 

pemerintah 

sektor kesehatan, 

pendidikan, 

infrastruktur, dan 

kemiskinan 

- Analisis data 

dalam metode 

ini bersifat 

kuantitatif 

- Data yang 

digunakan 

merupakan 

data sekunder 

dari tahun 

2017-2019 

- Metode yang 

digunakan 

adalah regresi 

data panel 

dengan 

random effect 

model (REM) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

pengeluaran 

pemerintah di sektor 

kesehatan dan 

pendidikan 

berpengaruh negatif 

dalam menurunkan 

tingkat kemiskinan, 

sementara variabel 

pengeluaran 

pemerintah sektor 

infrastruktur 

berpengaruh positif 

terhadap tingkat 

kemiskinan.  

Gao & Zang 

 

Is democracy pro‐

poor? An 

empirical test of 

the Sen Hypothesis 

based on global 

evidence 

 

(2022) 

Tingkat 

kemiskinan, 

Demokrasi 

- Analisis data 

dalam metode 

ini bersifat 

kuantitatif 

- Data yang 

digunakan 

merupakan 

data sekunder  

dari tahun 

1995-2015 

- Metode yang 

digunakan 

adalah regresi 

data panel 

Hasil penelitian  

menyatakan bahwa 

peningkatan kualitas 

pemerintah, 

peningkatan 

kebebasan dalam 

berbicara, 

meningkatkan 

pemberian hak politik 

dapat menurunkan 

jumlah kemiskinan. 

Weilin Liu 

 

Rural Public 

Expenditure and 

Poverty Alleviation 

in China: A Spatial 

Pengeluaran 

publik untuk 

pendidikan, 

kesehatan, 

jaminan sosial, 

infrastruktur, 

lingkungan 

- Analisis data 

dalam metode 

ini bersifat 

kuantitatif 

- Data yang 

digunakan 

merupakan 

Pengeluaran untuk 

pendidikan, perawatan 

kesehatan, jaminan 

sosial dan infrastruktur 

semuanya telah 

menunjukkan dampak 

pengentasan 
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Penulis / Judul / 

Tahun 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Econometric 

Analysis 

 

 (2020)   

hidup, dan 

tingkat 

kemiskinan  

data sekunder 

dari tahun 

2010-2016 

- Metode yang 

digunakan 

adalah spatial 

econometric 

model 

kemiskinan yang baik, 

sementara pengeluaran 

lingkungan hidup tidak 

memiliki dampak 

signifikan terhadap 

pengurangan 

kemiskinan. 

Marisa Hidalgo-

Hidalgo dan Inigo 

Iturbe-Ormaetxe 

 

Long-run effects of 

public expenditure 

on poverty 

  

(2018)   

Pengeluaran 

publik pada 

sektor 

pendidikan, dan 

Tingkat 

kemiskinan pada 

masa dewasa 

 

- Analisis data 

dalam metode 

ini bersifat 

kuantitatif 

- Data yang 

digunakan 

merupakan 

data sekunder  

- Metode yang 

digunakan 

adalah regresi 

data panel 

dinamis 

Pengeluaran publik 

untuk pendidikan 

memiliki efek jangka 

panjang yang kuat 

dalam mengurangi 

kejadian kemiskinan di 

masa dewasa. 

 

Aguilar, Kristobal 

Miguel Meléndez. 

 

The Impact of 

democracy on 

poverty levels 

 

(2016) 

ketimpangan, 

kebebasan sipil, 

tindakan politik, 

elemen 

prosedural,  

kemiskinan, 

kinerja kebijakan 

publik, 

demokrasi dan 

persepsi terhadap 

kualitas 

demokrasi. 

- Analisis data 

dalam metode 

ini bersifat 

kuantitatif 

- Data yang 

digunakan 

merupakan 

data sekunder  

Metode yang 

digunakan 

adalah regresi 

linier 

berganda 

Studi ini menemukan 

bahwa demokrasi 

memiliki dampak 

positif dalam 

menurunkan tingkat 

kemiskinan. Proses 

demokratis 

memungkinkan 

konteks yang lebih 

baik dan mendorong 

partisipasi warga 

negara dalam 

mempengaruhi 

kebijakan publik yang 

efektif dalam 

pengentasan 

kemiskinan. 

Houqi Hong 

  

Government 

Spending on 

Pengeluaran 

pemerintah 

untuk barang 

publik 

- Analisis data 

dalam metode 

ini bersifat 

kuantitatif 

Pengeluaran 

pendidikan dan 

kesehatan secara 

langsung mengurangi 



39  

 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial 

merupakan bentuk investasi publik yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian oleh Hamza (2024) 

menunjukkan bahwa belanja pemerintah di bidang-bidang tersebut secara signifikan 

mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan layanan dasar, meningkatkan 

keterampilan melalui pelatihan kejuruan, dan memberikan bantuan keuangan kepada 

keluarga, yang pada akhirnya mengarah pada standar hidup yang lebih baik dan 

pembangunan ekonomi. Selanjutnya Aguilar (2016) menyoroti bahwa demokrasi 

dengan tingkat pendapatan tinggi lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan 

dibandingkan demokrasi di negara miskin, di mana ketimpangan dan kelemahan dalam 

kebijakan publik sering menjadi penghambat, ia juga menyatakan bahwa kebebasan 

sipil memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, terutama di 

negara-negara demokratis. 

 

 

 

 

Penulis / Judul / 

Tahun 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Public Goods: 

Evidence on 

Growth and 

Poverty 

 

(2009)   

 

 

 

(pendidikan, 

kesehatan, dan  

infrastruktur) 

pertumbuhan 

ekonomi, 

kemiskinan,  

tingkat 

urbanisasi,  

distribusi 

pendapatan, dan 

tingkat investasi 

swasta   

- Data yang 

digunakan 

merupakan 

data sekunder  

- Metode yang 

digunakan 

adalah regresi 

data panel 

tingkat kemiskinan,  

infrastruktur 

membantu mengurangi 

kemiskinan secara 

tidak langsung  melalui 

peningkatan akses ke 

pasar dan peluang 

kerja. 
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

H1 : Diduga pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif terhadap  

 kemiskinan di 28 provinsi Indonesia, wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah  

 timur Indonesia tahun 2011-2023. 

H2 : Diduga pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif terhadap 

 kemiskinan di 28 provinsi Indonesia, wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah 

 timur Indonesia tahun 2011-2023. 

H3 : Diduga pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh negatif  

 terhadap kemiskinan di 28 provinsi Indonesia, wilayah barat, wilayah tengah, dan   

 wilayah timur Indonesia tahun 2011-2023. 

H4 : Diduga kebebasan sipil berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 28 provinsi    

 Indonesia, wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur Indonesia tahun    

 2011-2023. 

 

Pengeluaran Pemerintah Bidang 

Pendidikan (-) 

 

 

Pengeluaran Pemerintah Bidang 

Kesehatan (-) 

 

 

Hak – Hak Politik (-) 

 

 Lembaga Demokrasi (-) 

 

 

Pengeluaran Pemerintah Bidang 

Perlindungan Sosial (-) 

 

 

Kebebasan Sipil (-) 

 

 

Kemiskinan 
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H5 : Diduga hak-hak politik berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 28 provinsi  

 Indonesia, wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur Indonesia tahun   

 2011-2023. 

H6 : Diduga lembaga demokrasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 28  

 provinsi Indonesia, wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur Indonesia   

 tahun 2011-2023. 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder 

dalam bentuk data panel. Terdapat enam variabel independen yang dianalisis, meliputi 

belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta 

indikator-indikator demokrasi seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, dan keberadaan 

lembaga demokratis. Seluruh data yang digunakan dalam studi ini diperoleh dari 

sumber resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan (DJPK) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia. 

Tabel 2. Deskripsi Data 

Variabel Simbol Satuan Pengukuran Sumber Data 

Pengeluaran pemerintah 

bidang pendidikan 

EDU Persen (% terhadap 

PDRB) 

DJPK (Diolah) 

Pengeluaran pemerintah 

bidang kesehatan 

HLT Persen (% terhadap 

PDRB) 

DJPK (Diolah) 

Pengeluaran pemerintah 

bidang perlindungan 

sosial 

SP Persen (% terhadap 

PDRB) 

DJPK (Diolah) 

Kebebasan sipil KS Indeks BPS 

Hak-hak politik HP Indeks BPS 

Lembaga demokrasi LD Indeks BPS 

Kemiskinan POV Persen BPS 

Sumber: BPS dan DJPK Kementerian Keuangan, 2025 
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3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mencakup 28 provinsi di Indonesia, antara lain: Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan 

Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, 

Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku 

Utara. Data yang dianalisis mencakup periode 2011 hingga 2023 dengan fokus pada 

variabel-variabel seperti pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan 

perlindungan sosial, serta dimensi demokrasi yang meliputi kebebasan sipil, hak-hak 

politik, dan keberadaan institusi demokratis. Dalam penelitian ini, terdapat 10 provinsi 

yang dikecualikan dari analisis.  

Lima provinsi tidak disertakan karena memiliki status sebagai daerah khusus, yaitu 

Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Karakteristik daerah 

khusus tersebut, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, kerangka peraturan, 

maupun struktur sosial-ekonomi, memiliki perbedaan mendasar dibandingkan provinsi 

lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan bias dalam perbandingan data lintas daerah. 

Sementara itu, lima provinsi lainnya, yaitu Kalimantan Utara, Papua Selatan, Papua 

Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, dikecualikan karena merupakan 

provinsi yang baru dibentuk dalam kurun waktu yang relatif dekat. Keterbatasan 

ketersediaan data yang lengkap dan konsisten sejak awal periode penelitian (2011) 

menjadi alasan utama tidak dimasukkannya provinsi-provinsi tersebut ke dalam 

analisis. Selain itu, penelitian ini juga membagi wilayah Indonesia ke dalam tiga 

kelompok besar sesuai dengan pembagian wilayah waktu berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987, yaitu wilayah barat, wilayah 

tengah, dan wilayah timur. Pembagian ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi 

perbedaan hubungan antarvariabel di setiap wilayah. 
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3.3 Definisi Operasional 

Variabel penelitian merupakan unsur yang secara sengaja ditentukan oleh peneliti 

sebagai fokus pengamatan untuk memperoleh data yang relevan, sehingga 

memungkinkan penarikan kesimpulan yang logis. Secara teoritis, variabel dapat 

dipahami sebagai atribut atau ciri khas yang dimiliki oleh individu maupun objek, yang 

menunjukkan adanya variasi atau perbedaan antara satu dengan yang lain. Dalam studi 

ini, sejumlah variabel dianalisis untuk merepresentasikan berbagai aspek yang menjadi 

perhatian utama dalam penelitian. 

3.3.1 Variabel Terikat (dependent variabel) (Y) 

Variabel terikat dalam suatu penelitian merupakan variabel yang diamati dan diukur 

untuk menilai dampak yang ditimbulkan oleh variabel bebas. Perubahan pada variabel 

ini baik berupa peningkatan, penurunan, kemunculan, maupun penghilangan 

menggambarkan sejauh mana pengaruh variabel independen bekerja. Dalam penelitian 

ini, variabel terikat yang dianalisis adalah tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2011 

hingga 2023. Indikator kemiskinan diukur berdasarkan persentase jumlah penduduk 

yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 28 provinsi di Indonesia, dan disajikan 

dalam bentuk satuan persentase (%). 

3.3.2 Variabel Bebas (independent variabel) (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang perubahannya diasumsikan dapat memengaruhi 

atau memberikan dampak terhadap variabel lain dalam suatu penelitian. Dengan kata 

lain, variabel ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana kontribusinya terhadap 

variabel yang diamati. Dalam studi ini, variabel independen mencakup alokasi 

pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, 

serta indikator demokrasi yang meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik, dan 

keberadaan lembaga demokratis. Seluruh variabel tersebut dianalisis sepanjang periode 

2011 hingga 2023. 

1. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan 

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 

2018 mengenai klasifikasi anggaran, belanja pemerintah di sektor pendidikan 
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mencakup pendanaan berbagai program pendidikan. Cakupan ini meliputi layanan 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan nonformal 

dan informal, pendidikan tinggi, pendidikan kedinasan, serta pendidikan 

keagamaan. Selain itu, termasuk pula dukungan terhadap bantuan pendidikan, 

kegiatan riset dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan, pembinaan 

kepemudaan dan olahraga, pelestarian serta pengembangan budaya, dan bentuk 

pendidikan lainnya. 

Dalam penelitian ini, variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (X1) 

dihitung berdasarkan data tahunan selama periode 2011 hingga 2023 di 28 provinsi 

di Indonesia. Nilai pengeluaran dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang diperoleh dengan membagi total 

anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

dengan nilai PDRB riil masing-masing provinsi berdasarkan tahun dasar 2010 

(Mongan, 2019).  

2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 

2018 tentang klasifikasi anggaran, pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan 

mencakup pendanaan untuk berbagai program kesehatan. Cakupan program 

tersebut meliputi penyediaan obat-obatan dan peralatan medis, layanan kesehatan 

perseorangan, pelayanan kesehatan masyarakat, program kependudukan dan 

keluarga berencana, penelitian serta pengembangan di bidang kesehatan, dan 

program-program lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. 

Dalam studi ini, variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan (X2) 

dihitung secara tahunan untuk 28 provinsi di Indonesia selama periode 2011 hingga 

2023. Nilai pengeluaran dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dihitung dengan membagi total anggaran 

sektor kesehatan yang dialokasikan melalui APBD dengan nilai PDRB riil masing-

masing provinsi berdasarkan tahun dasar 2010 (Mongan, 2019).  
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3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial 

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 

2018 tentang klasifikasi anggaran, pengeluaran pemerintah dalam bidang 

perlindungan sosial mencakup pembiayaan berbagai program yang dirancang untuk 

memberikan layanan dan perlindungan kepada kelompok rentan. Program-program 

ini antara lain mencakup bantuan bagi individu yang sakit dan penyandang 

disabilitas, lanjut usia, keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, serta pejuang. 

Selain itu, alokasi anggaran juga ditujukan untuk layanan sosial bagi anak dan 

keluarga, pemberdayaan perempuan, kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, 

bantuan perumahan, program jaminan dan bantuan sosial, serta kegiatan riset dan 

pengembangan yang berkaitan dengan perlindungan sosial. 

Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah untuk sektor perlindungan sosial (X3) 

dihitung setiap tahun selama periode 2011 hingga 2023 di 28 provinsi di Indonesia. 

Pengukuran dilakukan dalam bentuk persentase terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), yaitu dengan membagi total belanja pemerintah daerah 

untuk perlindungan sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dengan nilai PDRB riil tahun dasar 2010 pada masing-masing provinsi 

(World Bank, 2023).  

4. Kebebasan Sipil 

Kebebasan sipil merujuk pada hak-hak dasar individu maupun kelompok warga 

negara untuk mengekspresikan pendapat, meyakini suatu ajaran atau keyakinan, 

serta membentuk dan bergabung dalam organisasi atau perkumpulan. Selain itu, 

konsep ini mencakup perlindungan dari tindakan diskriminatif atau pembatasan 

yang dilakukan oleh sesama warga, otoritas negara, maupun kelompok masyarakat 

lainnya (BPS, 2013). Dalam penelitian ini, kebebasan sipil digunakan sebagai salah 

satu variabel yang diukur setiap tahun selama periode 2011 hingga 2023, mencakup 

28 provinsi di Indonesia. Nilai variabel ini dinyatakan dalam bentuk indeks. 

5. Hak – Hak Politik 

Hak politik merupakan hak fundamental setiap warga negara yang mencakup 

kebebasan untuk memberikan suara dalam pemilu serta kesempatan untuk 
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mencalonkan diri dalam jabatan publik secara terbuka dan adil. Selain itu, partisipasi 

politik dalam proses pengambilan keputusan mengacu pada keterlibatan aktif 

masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan politik, mulai dari perencanaan hingga 

pengawasan kebijakan (BPS, 2013). Dalam studi ini, indikator hak politik diukur 

setiap tahun selama periode 2011 hingga 2023 pada 28 provinsi di Indonesia, dan 

dinyatakan dalam bentuk indeks. 

6. Lembaga Demokrasi 

Lembaga demokrasi merujuk pada institusi-institusi negara yang dibentuk untuk 

memastikan berlangsungnya sistem pemerintahan yang demokratis. Lembaga ini 

beroperasi baik pada level suprastruktur seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif maupun pada level infrastruktur, yang mencakup pemilihan umum, partai 

politik, media, serta kelompok-kelompok kepentingan (BPS, 2013). Dalam 

penelitian ini, variabel lembaga demokrasi dianalisis secara tahunan selama periode 

2011 hingga 2023 di 28 provinsi di Indonesia, dan diukur menggunakan satuan 

indeks. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sebagai metode pengumpulan 

data, yakni pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria dan pertimbangan 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Data yang digunakan merupakan data sekunder 

yang bersumber dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

dan Badan Pusat Statistik (BPS). Unit analisis dalam studi ini mencakup 28 provinsi di 

Indonesia. Sementara itu, lima provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, 

Aceh, Papua, dan Papua Barat tidak disertakan karena memiliki status sebagai daerah 

khusus atau istimewa yang berbeda secara administratif, fiskal, serta kondisi sosial-

politik dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. 

3.5 Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2011), analisis data merupakan proses sistematis yang digunakan 

untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian, dengan tujuan 

memperoleh informasi yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian dan 
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menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, 

pendekatan kuantitatif digunakan dengan memanfaatkan data panel, yaitu gabungan 

antara data cross-section dan time series. Data cross-section mencerminkan informasi 

yang diperoleh dari berbagai unit observasi, seperti individu, wilayah, atau institusi, 

pada satu titik waktu tertentu. Sebaliknya, data time series merupakan rangkaian data 

yang dikumpulkan dari satu unit observasi dalam periode waktu yang berurutan. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Widarjono (2018), terdapat tiga metode utama yang 

umum digunakan dalam estimasi regresi data panel, yaitu Common Effect Model 

(CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Penelitian ini 

mengadopsi teknik regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh simultan 

beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pendekatan ini 

bermanfaat dalam menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan mendukung 

pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Proses analisis data dilakukan 

menggunakan perangkat lunak statistik Stata. Secara umum, bentuk model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + β6X6it + εit 

Sehingga model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

POVit = β0 + β1LNEDUit + β2HLTit + β3SPit  + β4KSit + β5HHPit + β6LDit + εit 

 

 

Keterangan: 

POV   : Tingkat kemiskinan (persen dari populasi) di  provinsi i pada tahun t 

EDU   : Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (persen dari PDRB) 

HLT   : Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (persen dari PDRB) 

SP   : Pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial (persen dari  

PDRB) 

KS   : Kebebasan sipil (indeks) 

HP   : Hak – hak politik (indeks) 

LD   : Lembaga demokrasi (indeks) 
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i   : Jumlah data cross section 

t   : Jumlah data time series 

β0   : Konstanta 

β1 - β7   : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen 

e  : Error term 

 

3.6 Prosedur Analisis Data 

3.6.1 Regresi Data Panel 

Menurut Wibisono (2005), terdapat beberapa keunggulan dalam penggunaan regresi 

data panel yang membuat metode ini menjadi salah satu pendekatan analisis yang unggul 

dalam studi ekonomi dan sosial. Keunggulan-keunggulan tersebut meliputi: 

1. Kemampuan membedakan karakteristik individu secara spesifik. Data panel 

memungkinkan adanya variabel yang bersifat unik pada masing-masing unit 

observasi, sehingga mampu menangkap perbedaan karakteristik antar individu 

secara lebih akurat. 

2. Pengendalian terhadap heterogenitas. Dengan mengakomodasi perbedaan antar 

unit, data panel dapat digunakan untuk membangun dan menguji model perilaku 

yang lebih kompleks dibandingkan model regresi biasa. 

3. Cocok untuk studi dinamika. Karena data panel terdiri dari kombinasi observasi 

cross-section dan time series, metode ini sangat tepat digunakan dalam penelitian 

yang mempelajari proses penyesuaian dinamis dalam jangka waktu tertentu. 

4. Ketersediaan informasi yang lebih kaya. Banyaknya jumlah observasi dalam data 

panel memberikan informasi yang lebih bervariasi, sehingga membantu 

mengurangi risiko multikolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat 

kebebasan, dan menghasilkan estimasi yang lebih efisien. 

5. Kemampuan dalam menganalisis model perilaku yang kompleks. Regresi data 

panel mendukung eksplorasi terhadap struktur perilaku ekonomi dan sosial yang 

lebih rumit, terutama dalam konteks interaksi variabel yang bersifat dinamis. 
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6. Mengurangi potensi bias dari agregasi data. Penggunaan data panel dapat 

meminimalkan kesalahan estimasi yang mungkin muncul akibat penggabungan 

data individu menjadi data agregat. 

Lebih lanjut, analisis regresi data panel merupakan pendekatan statistik yang bertujuan 

untuk mengamati hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih 

variabel independen dalam struktur data panel. Menurut Widarjono (2018), terdapat 

tiga pendekatan utama dalam estimasi regresi data panel, yaitu Common Effect Model 

(CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), yang masing-

masing memiliki karakteristik dan asumsi tersendiri dalam penggunaannya. 

1. Common Effect Model (CEM)  

Common Effect Model (CEM) merupakan salah satu pendekatan dalam analisis 

regresi data panel yang menyatukan seluruh data time series dan cross section tanpa 

membedakan karakteristik individu maupun waktu. Model ini menggunakan 

metode estimasi Ordinary Least Squares (OLS) untuk menghitung parameter 

regresinya (Widarjono, 2018). Metode OLS sendiri dikenal luas sebagai teknik 

dasar dalam analisis regresi linear karena kemampuannya memberikan estimasi 

yang efisien dalam kondisi tertentu. Namun, pendekatan CEM mengasumsikan 

bahwa seluruh unit observasi memiliki perilaku yang seragam sepanjang waktu, 

sehingga tidak mempertimbangkan adanya variabilitas antar individu maupun 

perubahan antar periode. 

2. Fixed Effect Model (FEM)  

Fixed Effect Model (FEM) merupakan metode estimasi dalam analisis data panel 

yang digunakan untuk menangkap adanya perbedaan nilai intersep antar unit 

observasi, dengan cara memasukkan variabel dummy ke dalam model (Widarjono, 

2018). Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa meskipun terdapat variasi 

antar individu, nilai intersep tersebut bersifat konstan sepanjang waktu (time-

invariant). Sementara itu, kemiringan garis regresi (slope) diasumsikan tetap, baik 

antar individu maupun antar periode. Dengan demikian, model ini memungkinkan 

pengendalian terhadap karakteristik khas setiap unit yang tidak berubah dari waktu 
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ke waktu. Metode ini juga sering disebut sebagai Least Square Dummy Variable 

(LSDV) atau dikenal pula dengan istilah Covariance Model.  

3. Random Effect Model (REM)  

Berbeda dengan Fixed Effect Model yang mengakomodasi perbedaan karakteristik 

individu maupun waktu melalui variasi pada nilai intersep, Random Effect Model 

(REM) justru mengasumsikan bahwa variasi tersebut tercermin dalam komponen 

galat atau error model (Widarjono, 2018). Dalam pendekatan ini, error terdiri dari 

dua bagian utama, yaitu komponen individual dan komponen waktu, yang kemudian 

digabungkan membentuk error keseluruhan. Oleh karena itu, REM 

memperhitungkan adanya kemungkinan korelasi dalam error baik sepanjang 

dimensi waktu (time series) maupun antar unit observasi (cross-section). Model ini 

sering dikenal pula dengan istilah Error Component Model (ECM) atau 

menggunakan metode estimasi Generalized Least Squares (GLS).  

 

3.6.2 Pemilihan Model Regresi Estimasi Data Panel 

Secara umum, pemilihan metode estimasi dalam analisis data panel dapat disesuaikan 

dengan kondisi penelitian, seperti jumlah unit observasi (misalnya provinsi, lembaga, 

atau entitas lainnya) serta jenis variabel yang digunakan. Namun demikian, terdapat 

pendekatan tertentu yang dapat digunakan untuk menentukan model estimasi yang 

paling tepat. Menurut Widarjono (2018), terdapat tiga jenis pengujian yang umum 

diterapkan untuk memilih metode estimasi panel data. Pertama, uji Chow dilakukan 

untuk menentukan apakah model Common Effect atau Fixed Effect yang lebih sesuai. 

Kedua, uji Hausman digunakan dalam membandingkan Fixed Effect dengan Random 

Effect guna mengetahui model yang paling efisien dan konsisten. Ketiga, uji Lagrange 

Multiplier (LM) digunakan untuk menilai apakah model Common Effect atau Random 

Effect yang lebih layak diterapkan dalam penelitian. 
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1. Uji Chow  

Uji Chow digunakan untuk menentukan model estimasi yang paling tepat antara 

Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM) (Widarjono, 2018), 

engujian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Redundant Fixed Effect 

Likelihood Ratio. Untuk menarik kesimpulan, peneliti memerhatikan nilai 

probabilitas (p-value) dari hasil uji tersebut. Adapun formulasi hipotesis yang 

digunakan dalam uji Chow secara umum sebagai berikut: 

H0 : Common Effect Model 

Ha : Fixed Effect Model 

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:  

a. Jika P-value < taraf nyata (α), maka H0 ditolak 

b. Jika P-value > taraf nyata (α) maka H0 diterima 

2. Uji Hausman 

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan model yang paling sesuai antara model 

efek tetap (Fixed Effect Model) dan model efek acak (Random Effect Model) 

(Widarjono, 2018). Prinsip dasar dari uji ini adalah mengevaluasi apakah terdapat 

korelasi antara komponen galat (error komposit) dengan satu atau lebih variabel 

independen dalam model regresi. Jika terdapat hubungan tersebut, maka model efek 

tetap lebih tepat digunakan. Hipotesis pengujiannya sebagai berikut:  

H0 = Metode Random Effect 

H1 = Metode Fixed Effect 

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:  

a. Jika P-valu < taraf nyata (α), maka H0 ditolak 

b. Jika P-value > taraf nyata (α) maka H0 diterima 

3. Uji Lagrange Multiplier 

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan model estimasi yang 

lebih sesuai antara Random Effect Model (REM) dan Common Effect Model (CEM) 

(Widarjono, 2018). Pengujian ini dikembangkan oleh Breusch dan Pagan, dan 

sering disebut sebagai Breusch-Pagan LM test. Uji ini dilakukan dengan 

menganalisis nilai residual (galat) yang diperoleh dari model OLS untuk mengetahui 
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apakah adanya variansi komponen individual yang signifikan. Hipotesis 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

H0 =Common Effect Model 

H1 =Random Effect Model 

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:  

a. Probabilitas chibar < taraf nyata (α), maka H0 ditolak 

b. Probabilitas chibar  > taraf nyata (α) maka H0 diterima 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi 

klasik dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian. Pengujian meliputi 

beberapa tahapan, yaitu uji normalitas untuk melihat distribusi residual, uji 

heteroskedastisitas guna menilai kesamaan varians galat, uji autokorelasi untuk 

mendeteksi hubungan antar residual dalam observasi berurutan, serta uji 

multikolinearitas yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan yang tinggi 

antar variabel independen. Keempat pengujian ini penting dilakukan guna memastikan 

validitas dan reliabilitas hasil estimasi regresi. 

1. Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah sebaran data pada suatu variabel 

mengikuti pola distribusi normal. Menurut Widarjono (2018), normalitas data 

merupakan salah satu prasyarat dalam regresi klasik. Suatu data dikatakan 

berdistribusi normal apabila nilai skewness berada dalam rentang -2 hingga 2, serta 

nilai kurtosis berada antara -3 dan 3 (Ananta et al., 2023; Dagli, 2021). Kriteria ini 

menjadi dasar dalam menentukan kelayakan data untuk dianalisis lebih lanjut 

dengan metode statistik parametrik. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

korelasi yang kuat antar variabel bebas dalam suatu model regresi. Keberadaan 

korelasi tinggi antar variabel independen dapat menimbulkan gangguan dalam 

penafsiran hasil estimasi model. Oleh karena itu, pengujian ini penting dilakukan 
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guna memastikan bahwa masing-masing variabel bebas memberikan kontribusi 

yang unik dan tidak tumpang tindih satu sama lain dalam menjelaskan variabel 

dependen (Widarjono, 2018): 

𝐻0 : Tidak terjadi multikolinearitas (Variance Inflation Factor (VIF) < 10) 

𝐻𝑎 : Terjadi multikolinearitas (Variance Inflation Factor (VIF) > 10) 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidaksamaan 

varians dari nilai residual atau galat antar satu observasi dengan observasi lainnya 

dalam model regresi. Ketika varians residual tidak konstan, hal ini dapat 

mengganggu validitas hasil estimasi dan menyebabkan kesalahan dalam penarikan 

kesimpulan. Oleh karena itu, pengujian ini penting dilakukan guna memastikan 

bahwa model memenuhi asumsi homoskedastisitas, yakni kondisi di mana residual 

memiliki sebaran varians yang sama (Widarjono, 2018): 

H0 : Tidak terjadi heteroskedastisitas (Nilai Prob > α (0,05))  

Ha : Terjadi heteroskedastisitas (Nilai Prob < α (0,05)) 

4. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

antara nilai residual dalam model regresi dari satu periode ke periode lainnya. 

Kehadiran korelasi antar residual mengindikasikan adanya autokorelasi, yang dapat 

mengganggu validitas hasil estimasi model. Untuk mengidentifikasi permasalahan 

ini, digunakan uji Durbin-Watson, yang memberikan ukuran statistik guna menilai 

apakah residual memiliki pola keterkaitan atau tidak (S. Santoso, 2019) : 

a. Nilai DW di bawah -2, artinya terdapat autokrelasi positif. 

b. Nilai DW di antara -2 sampai +2, artinya tidak ada autokorelasi. 

c. Nilai DW di atas +2, artinya ada autokorelasi negatif. 

 

3.6.4 Pengujian Hipotesis 

3.6.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) 

Uji t-statistik digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh masing-
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masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Pengujian ini 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel pada 

tingkat signifikansi 5% (α = 0,05), guna menentukan apakah suatu variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Widarjono, 

2018). Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (EDU) 

H01: β1 = 0, EDU tidak berpengaruh terhadap POV  

Ha1 : β1 < 0, EDU berpengaruh negatif terhadap POV 

b. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (HLT) 

H02: β2 = 0, HLT tidak berpengaruh terhadap POV 

Ha2: β2 < 0, HTL berpengaruh negatif terhadap POV 

c. Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial (SP) 

H03: β3 = 0, SP tidak berpengaruh terhadap POV 

Ha3: β3 < 0, SP berpengaruh negatif terhadap POV 

d. Aspek Kebebasan Sipil (KS) 

H05: β5 = 0, KS tidak berpengaruh terhadap POV 

Ha5: β5 < 0, KS berpengaruh negatif terhadap POV 

e. Aspek Hak-Hak Politik (HP) 

H06 : β6 = 0, HP tidak berpengaruh terhadap POV 

Ha6 : β6 < 0, HP berpengaruh negatif terhadap POV 

f. Aspek Lembaga Demokrasi (LD) 

H07: β7 = 0, LD tidak berpengaruh terhadap POV 

Ha7: β7 < 0, LD berpengaruh negatif terhadap POV 

Kriteria pengujiannya adalah: 

a. Jika nilai Thitung > nilai Ttabel maka H0 ditolak dan menerima Ha, artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 
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b. Jika nilai Thitung < nilai Ttabel maka H0 diterima dan menolak Ha, artinya tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

 

3.6.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Pengujian F-statistik digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel 

independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen (Widarjono, 2018). Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk 

menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan. Adapun hipotesis yang 

digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β7 = 0, artinya secara bersama-sama variabel  

bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ β6 ≠ β7 ≠ 0, artinya setidaknya satu variabel bebas  

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Dasar pengambilan keputusan pengujian hipotesis ini adalah: 

a. Jika Fhitung > Ftabel atau probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

setidaknya terdapat satu variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat. 

b. Jika Fhitung < Ftabel atau probabilitas > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat 

 

3.6.4.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi 

variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. 

Menurut Widarjono (2018), R² merupakan salah satu indikator penting dalam analisis 

regresi linear karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana model yang 

diestimasi mampu menjelaskan fenomena yang diteliti. Nilai koefisien ini berada 

dalam rentang antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai R² (mendekati 1), maka semakin 

kuat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yang berarti model 
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memiliki kemampuan penjelasan yang baik. Sebaliknya, jika nilai R² mendekati 0, 

maka variabel independen hanya sedikit menjelaskan variasi pada variabel dependen. 

Dengan demikian, nilai R² menggambarkan tingkat kecocokan model regresi dalam 

menjelaskan fenomena yang diamati. 
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BAB 5  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini di lakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, 

pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial, kebebasan sipil, hak-hak politik, 

dan lembaga demokrasi atas pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di 28 provinsi 

di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2023. Adapun kesimpulan yang di dapatkan 

adalah sebagai berikut: 

1) Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan menunjukkan hubungan negatif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2023. Dengan 

meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, individu memiliki peluang lebih besar 

untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan 

untuk memasuki pasar kerja yang lebih produktif dan berdaya saing. Pengeluaran 

pemerintah bidang kesehatan bernilai negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa 

peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. 

Pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan 28 provinsi di Indonesia tahun 2011-2023. 

Temuan ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial 

tidak dapat mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. 

2) Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan menunjukkan hubungan negatif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah barat, wilayah tengah, dan 

wilayah timur indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja 
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pendidikan di wilayah barat, tengah dan timur mampu memberikan dampak nyata 

dalam menurunkan tingkat kemiskinan sepanjang periode 2011–2023.  

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan menunjukkan hubungan negatif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah barat Indonesia. Sementara di 

wilayah tengah, hubungan yang ditunjukkan tetap negatif namun tidak signifikan, 

mengindikasikan bahwa dampak belanja kesehatan terhadap penurunan kemiskinan 

belum cukup kuat atau merata. Adapun di wilayah timur, pengeluaran kesehatan 

justru menunjukkan hubungan positif dan tidak signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja kesehatan di 

wilayah timur belum mampu menjangkau masyarakat miskin secara efektif, akibat 

tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kualitas layanan 

kesehatan. 

Pengeluaran pemerintah di bidang perlindungan sosial menunjukkan hubungan 

yang tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah barat, dan timur 

Indonesia, menunjukkan bahwa belanja perlindungan sosial belum menjangkau 

masyarakat miskin secara efektif, akibat tantangan geografis dan lemahnya 

kapasitas distribusi bantuan. Sementara di wilayah tengah, hubungan negatif namun 

tidak signifikan mengindikasikan bahwa alokasi anggaran belum berdampak nyata, 

akibat kelemahan pelaksanaan dan ketidaktepatan sasaran. 

3) Kebebasan sipil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan 28 

provinsi di Indonesia selama tahun 2011-2023. Temuan ini menunjukkan bahwa 

kebebasan sipil tidak dapat mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan yang ada 

di Indonesia. Hak – hak politik menunjukkan hubungan negatif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2023. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin terbukanya ruang bagi masyarakat untuk 

menikmati hak-hak politiknya yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam 

pemilu, serta partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan 

terhadap kebijakan publik akan berpengaruh positif terhadap upaya pengentasan 

kemiskinan. Kualitas lembaga demokrasi menunjukkan hubungan negatif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2023. Peran DPRD 
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sebagai lembaga legislatif daerah berfungsi sebagai pengawas terhadap eksekutif 

dan memiliki kekuatan untuk mendorong anggaran yang berpihak pada sektor-

sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Partai politik 

yang menjalankan fungsinya dengan baik dapat menjadi saluran aspirasi masyarakat 

miskin dan mendorong agenda keadilan sosial. 

4) Kebebasan sipil tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di wilayah barat 

Indonesia selama 2011–2023, menunjukkan bahwa peningkatan kebebasan sipil 

belum mampu menurunkan kemiskinan. Di wilayah tengah dan timur, hubungan 

tetap negatif namun tidak signifikan, mengindikasikan bahwa meskipun ada 

kecenderungan penurunan kemiskinan, dampaknya belum nyata akibat belum 

optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. 

Hak-hak politik menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia selama 2011–2023. 

Artinya, semakin besar ruang partisipasi politik masyarakat, semakin efektif 

penanggulangan kemiskinan.  

Kualitas lembaga demokrasi menunjukkan hubungan negatif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di wilayah barat Indonesia selama 2011–2023. Di 

wilayah tengah, hubungan tetap negatif namun tidak signifikan, mengindikasikan 

bahwa perbaikan lembaga demokrasi belum cukup kuat untuk menurunkan 

kemiskinan. Sementara di wilayah timur, hubungan tidak signifikan, menunjukkan 

bahwa peningkatan kualitas lembaga demokrasi belum berdampak nyata terhadap 

penurunan kemiskinan. 

5) Di antara variabel bebas yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah 

bidang perlindungan sosial, kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga 

demokrasi setidaknya satu dari ke tujuh variabel bebas berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 28 provinsi di Indonesia tahun 2011-2023, 

dengan asumsi faktor-faktor lain di anggap tetap (ceteris paribus). 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data dan pembahasan yang telah di lakukan 

meskipun masih terdapat banyak kekurangan di harapkan penelitian ini dapat menjadi 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan pihak-pihak terkait yang 

membutuhkan. Saran yang dapat di berikan antara lain:  

1) Pemerintah perlu mempertahankan dan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, 

terutama untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah di 

daerah tertinggal. Program seperti BOS, PIP, dan beasiswa bagi siswa miskin harus 

diperluas dengan ketepatan sasaran. Selain itu, pengembangan pendidikan vokasi 

dan pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan industri lokal, serta kolaborasi dengan 

dunia usaha dalam penyediaan magang dan sertifikasi, penting untuk meningkatkan 

daya saing dan penyerapan lulusan di pasar kerja. 

2) Pemerintah perlu mengoptimalkan fungsi alokasi anggaran dengan meningkatkan 

belanja kesehatan yang tepat sasaran, khususnya di daerah miskin. Anggaran 

tersebut perlu difokuskan pada program pro-masyarakat miskin seperti JKN-PBI, 

layanan kesehatan gratis, dan perbaikan gizi ibu-anak. Selain itu, integrasi dengan 

program penanggulangan kemiskinan lainnya, penguatan pengawasan penggunaan 

anggaran, serta investasi pada infrastruktur dan tenaga kesehatan di daerah perlu 

terus dilakukan agar dampaknya lebih efektif dan berkelanjutan. 

3) Pemerintah perlu meningkatkan proporsi anggaran perlindungan sosial, terutama di 

provinsi dengan kemiskinan tinggi, serta mengevaluasi efektivitas program seperti 

PKH dan BPNT yang masih menghadapi masalah ketidaktepatan sasaran dan 

distribusi. Optimalisasi DTKS dan digitalisasi sistem secara transparan dan 

terintegrasi antar-instansi sangat penting untuk meningkatkan akurasi data 

penerima. Dan bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan program 

nasional, tetapi juga mengembangkan program perlindungan sosial berbasis lokal 

yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi wilayah masing-masing, seperti bantuan 

saat musim paceklik atau subsidi bagi petani rentan. Selain itu, pengentasan korupsi 
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dalam penyaluran bantuan sosial perlu diperkuat melalui pengawasan yang ketat dan 

sistem pelaporan yang terbuka. 

4) Pemerintah perlu melakukan pengecekan ulang kembali terhadap pasal-pasal dalam 

UU ITE yang multitafsir, serta menyusun panduan implementasi yang jelas agar 

tidak disalahgunakan. Kebebasan sipil, termasuk kebebasan berpendapat, perlu 

dijamin sebagai bagian dari ruang publik yang sehat, yang memungkinkan 

masyarakat menyuarakan keluhan dan kebutuhan mereka, termasuk terkait masalah 

kemiskinan. Selain itu, pemerintah dan lembaga legislatif harus mendorong literasi 

hukum dan digital agar masyarakat dapat menggunakan hak sipilnya dengan aman 

dan bertanggung jawab. 

5) Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan politik dan partisipasi warga, 

khususnya di kalangan masyarakat miskin dan marjinal. Program seperti forum 

warga, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan penguatan peran 

kelompok masyarakat sipil harus dihidupkan kembali agar partisipasi politik tidak 

hanya simbolis tetapi juga substantif. Pemilu juga harus dijaga agar berlangsung 

bebas dan adil, dengan memastikan akses informasi yang merata dan netralitas 

penyelenggara pemilu. 

6) Perlu adanya penguatan fungsi pengawasan dan anggaran oleh DPR dan DPRD 

untuk memastikan belanja daerah difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti 

pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Partai politik harus didorong untuk 

menjadi saluran aspirasi nyata masyarakat miskin, bukan hanya kendaraan politik 

elit. Pemerintah juga perlu menjaga independensi lembaga peradilan, agar mampu 

menegakkan keadilan sosial secara objektif, terutama dalam konflik yang 

melibatkan hak-hak masyarakat kecil atas tanah, akses layanan publik, dan 

perlindungan sosial. 
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